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ABSTRACT 
Ulfa ( E21109001), management of the retribution in Bulukumba’s central 
Market in the framework of the income of Bulukumba regency, xii +98 + 5 + 
9 + 20 (1992-2011) 
The government is prosecuted  their autonomy to handle everyproblems of 
financing, not only for the development of areas but also for the implementation 
of area’s administration. The amount of the cost in an implementation of 
autonomy forces the government to search an alternative source of the regency 
incomes by knowing deeply about the potential which own of that areas in the 
framework of increasing the regency income, one of that income comes from the 
retribution in central market which has a good potential to increase  the regency 
income. But that retribution at the end of these years, between target and 
realization of budget from the accepting by retribution of central market have not 
reached the target yet which is determined by department of finances 
management Bulukumba Regency. 
The purpose of this study was to know how is exactly the management of the 
retribution in Bulukumba’s central market, including of planning, organizing, 
actuating, and supervision who has done by department of finances 
management. This study used the descriptive methodology. The kind of the data 
consist of primary data which was reached by the observation, and the secondary 
data ar  data derived from same references that related to the research object 
includes documents, the rules of the problems in the study, writing, and the result 
of the study about management of retribution’s market by using analysis 
ofqualitative. 
The result of this study shows that management of the retribution in bulukumba’s 
central market can be seen from the theoretical sides, were better, but in reality 
of the observation are not as better as theory. There were still deviations which 
has done by many people there, but the problem has a solution by increasing the 
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ABSTRAK 
Ulfa (E211 09 001), Manajemen Retribusi Pasar Sentral  Bulukumba Dalam 
Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bulukumba , xii 
+ 98 halaman+ 5 tabel + 9 grafik+ 20 daftar pustaka + 5 lampiran  (1992-
2008).  
Pemerintah dituntut kemandiriannya untuk menangani segala urusan 
pendanaan, baik untuk pembangunan daerah maupun penyelenggaraan 
pemerintahan daerah. Besarnya pembiayaan penyelenggaraan otonomi 
memaksa pemerintah Daerah untuk mencari alternatif sumber pendapatan 
daerah dengan menggali potensi yang dimiliki daerah tersebut dalam rangka 
peningkatkan pendapatan asli daerah, salah satunya berasal dari Retribusi Pasar 
Sentral yang dianggap potensial untuk Meningkatkan pendapatan asli Daerah. 
Namun retribusi tersebut dalam beberapa tahun terakhir ini, antara target dan 
realisasi anggaran dari penerimaan retribusi pasar sentral belum mencapai target 
yang ditetapkan oleh Dinas Pengelolaan Keuangan Kab.Bulukumba. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana manajemen retribusi pasar 
sentral kab.Bulukumba, yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, 
actuating, dan pengawasan yang dilakukan oleh dinas Pengelola Keuangan. 
Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif. Jenis data terdiri dari 
data primer yang diperoleh melalui observasi langsung dilapangan, sedangkan 
data sekunder bersumber dari dokumen laporan, peraturan-peraturan yang 
berkaitan dengan masalah yang akan diteliti, tulisan serta hasil penelitian 
mengenai Manajemen Retribusi Pasarr dengan analisis kualitatif. 
 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa manajemen retribusi pasar sentral 
kab.Bulukumba dilihat dari segi teori, sudah baik, namun dalam kenyataannya 
dilapangan tidak sesuai dengan teori, masih ada penyimpangan yang dilakukan 
oleh pihak yang terkait, tetapi hal tersebut dapat diatasi dengan peningkatan 
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I.1. Latar Belakang 
       Pembiayaan pemerintah dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan 
pembangunan senantiasa memerlukan sumber penerimaan yang dapat 
diandalkan. Kebutuhan ini semakin dirasakan oleh daerah terutama sejak 
diberlakukannya otonomi daerah di Indonesia, yaitu mulai tanggal 1 Januari 
2001. Dengan adanya otonomi, daerah dipacu untuk lebih berkreasi mencari 
sumber penerimaan daerah yang dapat mendukung pembiayaan 
pengeluaran daerah. (Siahaan, 2001) 
Otonomi Daerah memang dapat membawa perubahan positif di daerah 
dalam hal kewenangan daerah untuk mengatur diri sendiri. Kewenangan ini 
menjadi sebuah impian karena sistem pemerintahan yang sentralistik 
cenderung menempatkan daerah sebagai pelaku pembangunan yang tidak 
begitu penting atau sebagai pelaku pinggiran. Perubahan pola hubungan 
yang terjadi antara pusat dan daerah sejak diberlakukannya otonomi daerah 
memberikan implikasi yang cukup segnifikan, antara lain dalam pengelolaan 
keuangan yang dilakukan oleh daerah otonom akibat dijalankannya 
desentralisasi. Kebijakan desentralisasi tersebut membuka peluang bagi 
pemerintah daerah untuk memaksimalkan pendapatan asli daerah.  
       Dalam rangka memaksimalkan pendapatan asli daerah ini, pemerintah 
daerah berupaya keras untuk mencari sumber-sumber pendapatan yang 
potensial seraya mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan asli daerah 
yang telah dipungut selama ini. 
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       Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 
menyebutkan bahwa sumber-sumber pendapatan daerah adalah:  
1. Pendapatan Asli Daerah (PAD), 
2. Dana Perimbangan, 
3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah. 
Pendapatan Asli Daerah menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 
yaitu :  
1. Pajak Daerah, 
2. Retribusi Daerah, 
3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan  
4. Lain-lain PAD yang sah.  
       Dalam upaya menciptakan kemandirian daerah, Pendapatan Asli 
Daerah menjadi faktor yang sangat penting, dimana PAD akan menjadi 
sumber dana dari daerah sendiri. Namun demikian, realitas menunjukkan 
bahwa PAD hanya mampu membiayai belanja pemerintah daerah yang 
paling tinggi sebesar 20% (Kuncoro, 2007:2).  
Dari berbagai alternatif sumber penerimaan yang mungkin dipungut oleh 
daerah, Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah dan perimbangan 
keuangan antara pusat dan daerah, menetapkan pajak dan retribusi daerah 
menjadi salah satu sumber penerimaan yang berasal dari dalam daerah dan 
dapat dikembangkan sesuai dengan kondisi masing-masing daerah.  
        Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah, 
yang diharapkan dapat membantu pembiayaan daerah untuk melaksanakan 
otonominya, yaitu mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri 
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disamping penerimaan yang berasal dari pemerintah berupa subsidi / 
bantuan. Sumber Retribusi daerah tersebut diharapkan menjadi sumber 
pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan,dan pembangunan daerah 
untuk meningkatakan pemerataan kesejahteraan rakyat (Bambang, 2000) 
Kemampuan Retribusi Daerah yang dimiliki setiap daerah, merupakan 
salah satu indikator kesiapan pemerintah daerah dalam berotonomi daerah. 
Oleh karena itu perolehan Retribusi Daerah diarahkan untuk meningkatakan 
Pendapatan Asli Daerah, yang digunakan untuk menyelenggarakan otonomi 
dareah, yang secara konseptual diharapkan memiliki kemampuan nyata dan 
bertanggung jawab. Tuntunan kemampuan nyata ini diharapkan bersumber 
dari kemampuan menyiasati penerimaan retribusi daerah melalui upaya-
upaya yang dapat dilakukan sehingga terjadi peningkatan dari waktu 
kewaktu.   
Dalam peraturan pemerintah Nomor 66 tahun 2001 tentang retribusi 
daerah, Retribusi dikelola oleh pemerintah daerah Kabupaten/ Kota sesuai 
dengan objek-objek retribusi daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan 
perundang-undangan. Dimana objek-objek retribusi yaitu Retribusi Jasa 
Umum, Jasa usaha, dan Jasa Perizinan Tertentu.  
       Salah satu objek retribusi yang dikelola oleh daerah , termasuk juga oleh  
pemerintah daerah Kabupaten Bulukumba Sulawesi Selatan yaitu Retribusi 
Jasa Umum. Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba terdapat 10 
jenis Retribusi jasa umum, salah satunya yaitu  Retribusi Pasar, 
sebagaimana terdapat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba 
Nomor 6 tahun 2007.  
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Retribusi Pelayanan Pasar Sentral Kabupaten Bulukumba merupakan 
salah satu jenis retribusi yang memiliki potensi cukup tinggi untuk 
ditingkatkan penerimaannya. Namun dalam kenyataannya, kontribusi 
penerimaan Retribusi Pasar Sentral Bulukumba bisa dikatakan masih belum 
maksimal, dapat dilihat dari data realisasi pendapatan retribusi pasar pada 
Pada Tahun 2009-2011  yaitu sebagai berikut :  
Tabel I.1 
Target penerimaan Retribusi Pasar Sentral Kabupaten Bulukumba 
Pada Tahun 2009-2012 
Tahun Target Realisasi Keterangan 
2009 Rp.   723,715,000 Rp.   557,762,000 Tidak mencapai Target 
2010 Rp.1,093,715,000 Rp.   930,830,000 Tidak mencapai Target 
2011 Rp.1,440,375,000 Rp.1.203.312.000 Tidak mencapai Target 
2012 Rp.1,593,375,000 Rp.1.499.457.000 Tidak mencapai Target 
       Sumber : Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bulukumba, 2012 
Berdasarkan data yang diperoleh selama penyelenggaraan Retribusi 
Pasar sentral dari Tahun 2009-2012 yang dikelola oleh Dinas Pengelolaan 
Keuangan Daerah Kabupaten Bulukumba, menunjukkan bahwa angka 
realisasi retribusi Pasar Sentral meskipun tiap tahunya mengalami 
peningkatan, tetapi tidak mencapai target . 
Padahal jika dilihat dari aktifitas yang terjadi dipasar yang seakan-akan 
tidak pernah mengenal hari libur, secara tidak langsung dapat diperkirakan 
begitu besarnya potensi pasar dalam meningkatkan pendapatan asli daerah. 
Namun karena belum dikelola secara optimal baik dari perhitungan potensi 
yang dimiliki, pelaksanaan pemungutan, serta pengawasan terhadap 
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pemungutan retribusi pasar itu sendiri, maka pendapatan dan penerimaan 
yang diperoleh kurang sesuai dengan target yang ditetapkan.  
Sebagaimana yang telah disebutkan diatas bahwa yang menjadi sumber 
Pendapatan Asli daerah antara lain adalah dari sektor Retribusi pasar. 
Dengan demikian perlu adanya suatu komitmen dari semua pihak dari unsur 
pemerintah maupun masyarakat sebagai wajib retribusi dalam menyikapi 
bagaimana melakukan manajemen Retribusi pelayanan pasar yang ada 
sehingga betul-betul dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan 
pendapatan asli daerah. Maka dalam hal ini perlu ditunjang dengan 
pelaksanaan manajemen yang baik, karena manajemen dibutuhkan dimana 
saja orang-orang bekerja sama (organisasi) untuk mencapai suatu tujuan 
bersama (Handoko :1984). Untuk itu diperlukan adanya Manajemen retribusi 
pasar secara optimal, efisien dan efektif, supaya apa yang direncanakan 
bisa tercapai dalam pelaksanaan.   
Sehubungan dengan hal tersebut maka Pemerintah Daerah Kabupaten 
Bulukumba  perlu memikirkan secara serius masalah-masalah yang erat 
hubungannya dengan Retribusi Pelayanan Pasar, dan berusaha melakukan 
upaya demi mengoptimalkan peningkatan penerimaan Retribusi sehingga 
Retribusi Pelayanan Pasar  dapat memberi kontribusi yang besar dalam 
meningkatkan retribusi Daerah secara khusus dan Pendapatan Asli Daerah 
secara umum. 
Dari uraian latarbelakang diatas, maka peneliti merasa tertarik untuk 
meneliti lebih lanjut tentang “Manajemen Retribusi Pasar Sentral 




I.2.  Rumusan Masalah  
Dari uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan 
dikaji dalam penelitian ini adalah : 
1. Bagaimana Perencanaan Retribusi Pasar Sentral Bulukumba Dalam 
Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bulukumba. 
2. Bagaimana Pengorganisasian Retribusi Pasar Sentral Bulukumba 
Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten 
Bulukumba. 
3. Bagaimana Actuating Retribusi Pasar Sentral Bulukumba Dalam 
Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bulukumba. 
4. Bagaimana pengawasan Retribusi Pasar Sentral Bulukumba Dalam 





I.3. Tujuan Penelitian  
 Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui : 
1. Untuk mengetahui perencanaan Retribusi Pasar Sentral Bulukumba 
dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bulukumba. 
2. Untuk mengetahui  pengorganisasian Retribusi Pasar Sentral Bulukumba 
dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bulukumba 
3. Untuk mengetahui actuating/pergerakan Retribusi Pasar Sentral 




4. Untuk mengetahui pengawasan Retribusi Pasar Sentral Bulukumba 
dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bulukumba.  
I.4. Manfaat penelitian 
Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu   
bahan acuan untuk digunakan sebagai berikut:  
   1. Akademis 
Secara akademis hasil penelitian ini diharapkan berguna sebagai 
suatu karya ilmiah yang dapat menunjang perkembangan ilmu 
pengetahuan dan sebagai bahan masukan yang dapat mendukung bagi 
peneliti maupaun pihak lain yang tertarik dalam bidang penelitian yang 
sama.  
2. Praktis  
Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan sebagai bahan 
masukan dan pertimbangan bagi pihak Pemerintah Daerah 
Kab.Bulukumba dalam upaya peningkatan pendapatan Retribusi Pasar 
dan memperkuat pentingnya Retribusi Daerah dalam membina daerah 













II. 1. Konsep Manajemen  
       Istilah manajemen berasal kata kerja to manage berarti contol. Dalam 
bahasa Indonesia dapat diartikan: mengendalikan, menangani, atau 
mengelola. Oleh karena itu, manajemen adalah sesuatu yang sangat penting 
karena ia berkenaan dan berhubungan erat dengan perwujudan atau 
pencapaian tujuan.  
       Secara umum pengertian manajemen adalah pengelolaan suatu 
pekerjaan untuk memperoleh hasil dalam rangka pencapaian tujuan yang 
telah ditentukan dengan cara menggerakkan orang-orang untuk bekerja.  
   Sedangkan menurut G.R Terry (1977) manajemen merupakan  : 
‘‘Suatu proses yang berbeda dari planning, organizing, actuating, dan 
controlling yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang ditentukan dengan 
menggunakan manusia dan sumber daya lainnya”. 
 
Menurut Dedi Sudirman (1996:36), unsur-unsur manajemen dikenal 
dengan sebutan “the six of Manajemen” 6 M, yaitu : 
1. Man 
        Orang atau tenaga kerja, baik pada tingkatan eksekutif maupun 
operatif. 
2. Money 
       Uang atau dana yang diperlukan untuk mencapai tujuan yang 
diinginkan.   
3. Methods 
       Metode atau cara yang dipergunakan dalam usaha untuk mencapai 
suatu tujuan. 
4. Materials 




5. Machines  
       Mesin-mesin yang diperlukan untuk mencapai tujuan. 
6. Markets 
       Pasar sebagai tempat memasarkan hasil-hasil produksi.  
 
II.1.1.  Fungsi Manajemen  
       Mengenai fungsi-fungsi manajemen ini terdapat banyak sekali 
pandangan yang berbeda satu sama lain dikalangan para sarjana tentang 
perumusannya, tetapi disini penulis hanya mengambil pandangan dari 
salah seorang sarjana yang bernama George R. Terry dalam bukunya 
yang berjudul “principles of Management”, yang merumuskan fungsi-
fungsi dari pada managemen yang disingkat menjadi POAC, yaitu : 
1. Perencanaan (planning) 
2. Pengorganisasian (Organizing) 
3. Pergerakan(Actuating) dan 
4.  Pengendalian/pengawasan (controlling) 
II.1.1.1.  Perencanaan 
Perencanaan dapat diartikan sebagai keputusan terhadap apa yang 
akan dilakukan dikemudian hari. Oleh karena itu,  perencanaan tidak bisa 
statis, tetapi harus dinamais, berkesinambungan dan fleksibel. Dinamis 
artinya perencanaan harus melihat kedepan, memberikan prospek secara 
rasional, dan segala sesuatu yang berhubungan dengan jawaban, apakah 
dan bagaimana harus benar-benar diperhitungkan, itulah sebabnya 
perencanaan harus didahului oleh suatu penjajakan yang bersifat 
penyidikan pendahuluan.   
Perencanaan menurut G.R. Terry adalah : 
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“Memilih dan menghubungkan fakta dan membuat serta menggunakan 
asumsi-asumsi mengenai masa yang akan datang dengan jalan 
menggambarkan dan merumuskan kegiatan-kegiatan yang diperlukan 
untuk mencapai hasil yang diinginkan”.  
 
Berbeda dengan Harold Konntz dan Cyril O’Donnel yang menyatakan 
bahwa: 
“Perencanaan adalah fungsi seorang manajer yang berhubungan dengan 
memilih tujuan-tujuan, kebijakan-kebijakan, prosedur-prosedur, program-
program dari alternatif-alternatif yang ada”.  
 
Selanjutnya pengertian perencanaan menurut Hasibuan dalam 
bukunya Manajemen (2001:91) yaitu mengenai apa yang akan dicapai, 
yang kemudian memberikan pedoman, garis-garis besar tentang apa 
yang akan dituju. Perencanaan merupakan persiapan-persiapan daripada 
pelaksanaan suatu tujuan. 
  Kemudian Perencanaan menurut Drs.Maringan MS yaitu : 
“Suatu perumusan dari persoalan-persoalan tentang apa dan bagaimana 
suatu pekerjaan hendak dilaksanakan. Perencanaan juga merupakan 
suatu persiapan. untuk tindakan-tindakan kemudian”. 
 
Selanjutnya perencanaan menurut Siagian (1989:108) 
mengemukakan bahwa : 
“Keseluruhan proses pemikiran dan penentuan secara matang dari pada 
hal-hal yang akan dikerjakan dimasa yang akan datang dalam rangka 
pencapaian tujuan yang telah ditentukan”.  
 
       Pengertian perencanaan dari definisi-definisi yang telah disebutkan 
diatas, dapat disimpulkan bahwa perencanaan adalah salah satu fungsi 
organik manajemen, dimana terdapat perumusan atau pemilihan 
alternative yang diteliti dari berbagai aspek kegiatan yang akan 
dilaksanakan suatu organisasi termasuk penggunaan sumber daya dalam 
rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan.  
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       Dalam membuat  Perencanaan, yang pertama yang harus dijawab 
oleh perencana yaitu what, why, where, when, who, and how. Pertanyaan 
ini harus dijawab secara ilmiah, artinya atas hasil analisis data, informasi, 
dan fakta, supaya rencana yang dibuat relatif baik pelaksanaannya 
mudah dan tujuan yang diinginkan akan tercapai.  
1. What  
       Apa yang akan dicapai, tindakan apa yang harus dikerjakan untuk 
mencapai sasaran, sarana, dan prasarana apa yang diperlukan harus 
ada penjelasan dan rinciannya. Faktor produksi apa yang diperlukan 
untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut supaya tujuan dapat 
dicapai.  
2. Why 
  Mengapa itu menjadi sasaran, mengapa ia harus dilakukian  
dengan memberikan penjelasan, mengapa ia harus dikerjakan dan 
mengapa tujuan itu harus dicapai. 
3. Where 
Dimana ia akan dilakukan, perlu dijelaskan dan diberikan alasan-
alasannya berdasarkan pertimbangan ekonomis, dimana tempat setiap 
kegiatan harus dikerjakan, dengan demikian tersedia semua fasilitas 
yang diperlukan untuk mengerjakannya. 
4. When 
Kapan rencana akan dilakukan, jadi penentuan waktu dimulainya 
rencana. Penjelasan waktu dimulainyapekerjaan baik untuk tiap-tiap 
bagian maupun untuk seluruh pekerjaan harus ditetapkan standar 
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waktu untuk memilih pekerjaan-pekerjaan itu, alas an untuk memilih 
waktu itu harus diberikan sejelas-jelasnya.   
5. Who 
Siapa yang akan melakukannya, jadi pemilihan dan penempatan 
karyawan, menetapkan  persyaratan dan jumlah karyawan yang akan 
melakukan pekerjaan , luasnya wewenang dari masing-masing 
pekerja.  
6. How 
Bagaimana mengerjakannya, perlu diberi penjelasan mengenai 
teknik-teknik pengerjaannya.  
Fungsi perencanaan adalah : 
1. Penghubung antara keinginan dan realitas 
2. Membantu manajer dalam mengatasi perubahan. 
3. Menentukan ide-ide tertentu yang dilaksanakan sebelum suatu 
kegiatan dimulai. 
4. Dasar suksesnya suatu usaha dimana standar sesuai dengan hasil 
kerja. 
5. Alat koordinasi yang baik.  
II.1.1.2.  Pengorganisasian 
       Fungsi pengorganisasian berkaitan erat dengan fungsi 
perencanaan, karena pengorganisasian pun harus direncanakan, 
pengertian antara pengorganisasian dan organisasi  berbeda. 
Pengoranisasian adalah fungsi manajemen dan merupakan sutau 
proses yang dinamis, sedangkan organisasi adalah wadah yang statis. 
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       Pengorganisasian dapat diartikan penentuan pekerjaan-pekerjaan 
yang harus dilakukan, pengelompokan tugas-tugas dan membagi-
bagikan pekerjaan kepada setiap karyawan, penetapan departemen-
departemen serta penentuan tujuan-tujuan.  
        Pengorganisasian menurut S.P Hasibuan adalah : 
“Suatu proses penentuan, pengelompokan, dan pengaturan bermacam-
macam aktifitas yang diperlukan untuk mencapai tujuan, menempatkan 
orang-orang pada seluruh aktifitas ini, menyediakan alat-alat yang 
diperlukan, menetapkan wewenang secara relatif didelegasikan kepada 
setiap individu yang akan melakukan aktifitas-aktifitas tersebut”. 
 
Kemudian menurut  Louis  A. Allen mendefinisikan 
pengorganisasian sebagai: 
“Proses penentuan dan pengelompokan pekerjaan yang akan 
dikerjakan, menetapkan dan melimpahkan wewenang dan tanggung 
jawab, dengan maksud memungkinkan orang-orang bekerja sama 
secara efektif dalam mencapai tujuan”. 
 
   Dan menurut Koontz Dan O’Donnel Pengorganisasian adalah : 
“Penentuan penggolongan kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk 
tujuan-tujuan perusahaan, pengelompokan kegiatan tersebut kedalam 
suatu bagian yang dipimpin oleh seorang manajer, serta melimpahkan 
wewenang untuk melaksanakannya”.  
 
Berbeda dengan pendapat diatas pengorganisasian menurut George 
R.Terry yaitu; 
“Tindakan mengusahakan hubungan-hubungan kelakuan yang efektif 
antara orang-orang, sehingga mereka dapat bekerja sama secara efisien 
dan efektif dan dengan demikian memperoleh kepuasan pribadi dalam hal 
melaksanakan tugas-tugas tertentu dalam kondisi lingkungan tertentu 
guna mencapai tujuan atau sasaran tertentu”. 
 
Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa 
pengorganisasian adalah suatu proses  dan pembagian pekerjaan yang 
akan dilakukan, pembatasan tugas-tugas atau tanggung jawab serta 
wewenang dan penetapan hubungan-hubungan antara unsur-unsur 
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organisasi, sehingga memungkinkan orang-orang dapat bekerja bersama 
seefektif mungkin untuk pencapaian tujuan.  
Kegiatan pengorganisasian pada umumnya dilaksanakan secara 
berurutan secara segmental yang dapat dijabarkan sebagai berikut : 
1. Perumusan Tujuan organisasi. 
      Dalam  perumusan tujuan organisasi manajer harus memahami 
macam kegiatan organisasi, bila organisasi yang dibina adalah organisasi 
pemerintah maka tujuan utamanya adalah melayani masyarakat, 
misalnya dalam memberikan pelayanan jasa, perizinan, penerangan, dan 
transportasi.  
2. Penetapan Tugas Pokok 
Suatu organisasi yang semakin berkembang diperlukan penyusunan 
yang lebih jelas dan terinci. Karena sasaran organisasi bersifat kompleks, 
maka perlu digariskan mana yang menjadi tugas poko, dan mana yang 
merupakan tugas tambahan.  
3. Rincian Tugas Pekerjaan 
Kegiatan yang harus dilaksanakan oleh suatu organisasi harus dirinci 
secara tegas dan jelas dalam setiap bagian atau unit, termasuk 
wewenang dan tanggung jawab pada setiap unit.  
4. Menetapkan Bagan Organisasi 
Sutarto menyatakan bahwa bagan sangat berguna bagi kepentingan 
kepentingan organisasi yaitu : 
a. Untuk mengetahui besar kecilnya organisasi. 
b. Untuk mengetahui satuan-satuan apa saja yang ada. 
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c. Untuk mengetahui saluran wewenang, tanggung jawab dan 
rincian tugas aktivitas satuan organisasi. 
d. Mengetahui setiap jabatan yang ada dan jumlah pejabat dengan 
rincian tugasnya masing-masing.  
5. Pendelegasian Wewenang 
       Wewenang sangat diperlukan dalam kegiatan organisasi sejak dari 
pejabat puncak sampai pada karyawan terendah yang diperoleh sebagai 
hasil pendelegasian manajer puncak. 
6. Staffing 
      Organisasi merupakan interaksi kerja sama antara orang-orang 
karena itu diperlukan orang-orang dalam suatu organisasi formal untuk 
menggerakkan organisasi.  
      Penetapan orang-orang pada struktur organisasi secara sempit dapat 
diartikan sebagai staffing, dalam arti luas staffing merupakan proses 
kegiatan pengadaan karyawan, seleksi, penempatan, training, promosi, 
rotasi, serta pemberhentian baik karena telah selesainya tugas 
pengabdian seorang (pensiun) atau karena pemecatan.  
II.1.1.3. Actuating 
 Actuating adalah suatu fungsi bimbingan dan pemberian pimpinan 
serta penggerakkan orang-orang agar orang atau kelompok orang-orang 
itu suka dan mau bekerja.  
Istilah actuating secara harfiah dapat diartikan sebagai suatu 
tindakan membuat orang-orang bergerak untuk melakukan aktifitas-
aktifitas. Actuating ini merupakan fungsi yang penting, karena 
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pelaksanaan fungsi ini berhubungan dengan manusia sebagai objek 
langsungnya.  
       Actuating adalah tindakan-tindakan menyebabkan suatu organisasi 
menjadi berjalan. Dengan demikian pergerakan menghendaki 
kemampuan menggerakkan tenaga, membangkitkan antusiasme kearah 
tujuan yang ingin dicapai.  
Selain itu menurut G.R. Terry  actuating adalah : 
“Sebagai tindakan untuk mengusahakan agar semua anggota kelompok 
suka berusaha untuk mencapai sasaran-sasaran agar sesuai dengan 
perencanaan managerial dan usaha-usaha organisasi”. 
 
Sedangkan menurut Lembaga Administrasi Negara RI (1985:46) 
menegaskan pengertian actuating adalah upaya agar tiap pegawai atau 
tiap anggota organisasi berkeinginan dan berusaha mencapai tujuan yang 
telah direncanakan, sebagaimana yang ingin dicapai oleh pemipinan.  
Westra,dkk mengemukakan bahwa actuating adalah usaha yang 
dilakukan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang 
telah dirumuskan dan ditetapkan dengan melengkapi segala kebutuhan 
alat-alat yang diperlukan siapa yang akan melaksanakan, dimana tempat 
pelaksanaannya, dan kapan waktu dimulainya.  
Berdasarkan pengertian tersebut jelaslah bahwa peranan actuating 
sangat penting, sebab walaupun perencanaan telah rapi dan 
pengorganisasian telah tertib sesuai dengan prinsip-prinsipnya masing-
masing, bergeraknya organisasi kearah yang ditentukan belum terjamin 
bila fungsi actuating belum dilaksanakan, karena inti dari actuating adalah 
bagaimana menggerakkan sumber daya manusia agar mau bekerja 
sesuai dengan kemampuan, keahlian dan  kemauan dalam 
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melaksanakan tugas dan didukung oleh tanggung jawab yang besar atas 
tugas yang diembannya. 
II.1.1.4. Pengawasan  
       Fungsi pengawasan adalah fungsi terakhir dari proses manajemen. 
Fungsi ini sangat penting dan sangat menentukan pelaksanaan proses 
manajemen, karena itu harus dilakukan dengan sebaik-baiknya. 
Pengawasan berkaitan erat dengan fungsi perencanaan, dan kedua 
fungsi ini merupakan hal yang saling mengisi karena,  
1) Pengawasan harus lebih dahulu direncanakan. 
2) Pengawasan baru dapat dilakukan jika ada rencana, 
3) Pelaksanaan rencana akan baik jika Pengawasan dilakukan dengan 
baik. 
4) Tujuan baru dapat diketahui tercapai dengan baik atau tidak, setelah 
Pengawasan atau penilaian dilakukan. 
        Pengertian Pengawasan menurut Haroold Koontz adalah ; 
“Pengukuran dan perbaikan terhadap pelaksanaan kerja bawahan, 
agar rencana-rencana yang telah dibuat untuk mencapai tujuan-tujuan 
perusahaan dapat terselenggara’’. 
 
Sementara itu, dari segi hukum administrasi negara, pengawasan 
dimaknai sebagai : 
 
“Proses kegiatan yang membandingkan apa yang dijalankan, 
dilaksanakan, atau diselenggarakan itu dengan apa yang dikehendaki, 
direncanakan, atau diperintahkan.” 
 
Sedangkan menurut G.R. Terry pengawasan dapat didefinisikan 
sebagai : 
“Proses penentuan apa yang harus dicapai yaitu standar, apa yang 
harus dilakukan yaitu pelaksanaan, menilai pelaksanaan dan apabila 
perlu melalukan perbaikan-perbaikan, sehingga pelaksanaan sesuai 




Kemudian menurut Soejamto  mengemukakan bahwa :  
“Pengawasan adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui 
sasaran objek yang diperiksa. ”. 
 
Dan menurut Siagian memberikan definisi pengawasan sebagai 
proses pengamatan daripada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi 
untuk menjamin agar dimana pekerjaan yang sedang dilaksanakan 
berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.  
Dalam kaitannya dengan akuntabilitas publik, pengawasan 
merupakan salah satu cara untuk membangun dan menjaga legitimasi 
warga masyarakat terhadap kinerja pemerintahan dengan 
menciptakan suatu sistem pengawasan yang efektif, baik pengawasan 
intern (internal control) maupun pengawasan ekstern (external control). 
Di samping mendorong adanya pengawasan masyarakat (social 
control).  
Sasaran pengawasan adalah temuan yang menyatakan terjadinya 
penyimpangan atas rencana atau target. Sementara itu, tindakan yang 
dapat dilakukan adalah:  
1. Mengarahkan atau merekomendasikan perbaikan;  
2. Menyarankan agar ditekan adanya pemborosan;  
3. Mengoptimalkan pekerjaan untuk mencapai sasaran rencana. 
Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk 
menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau 
penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai, melalui pengawasan 
diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah 
ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara 
efektif dan efisien. Bahkan, melalui pengawasan tercipta suatu 
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aktivitas yang berkaitan erat dengan penentuan atau evaluasi 
mengenai sejauhmana pelaksanaan kerja sudah dilaksanakan. 
Pengawasan juga dapat mendeteksi sejauhmana kebijakan pimpinan 
dijalankan dan sampai sejauhmana penyimpangan yang terjadi dalam 
pelaksanaan kerja tersebut. 
Bertolak dari pandangan tentang pengertian pengawasan yang 
dikemukakan diatas, maka jelaslah pengertian pengawasan yaitu 
suatu upaya agar apa yang telah direncanakan sebelumnya 
diwujudkan  dalam waktu yang telah ditentukan serta untuk 
mengetahui kelemahan-kelemahan dan kesulitan-kesulitan dalam 
pelaksanaan tadi, sehingga berdasarkan pengalaman-pengalaman 
tersebut dapat diambil suatu tindakan untuk memperbaikinya, demi 
tercapainya wujud semula.  
Sebagaimana yang telah dijelaskan bahwa pengawasan adalah 
kegiatan penilaian terhadap suatu organisasi dengan tujuan agar 
organisasi tersebut melaksanakan tugasnya serta fungsinya dengan 
baik dan dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkannya. Salah satu 
teknik pengawasan yang lazim dilaksanakan adalah pemeriksaan, 
yaitu kegiatan untuk menilai apakah hasil pelaksanaan yang 
sebenarnya telah sesuai dengan yang seharusnya dan untuk 
mengidentifikasi penyimpangan atau hambatan yang ditemukan.  
Dengan demikian tujuan pengawasan antara lain adalah 
mengamati yang sebenarnya terjadi dan membandingkannya dengan 
apa yang seharusnya terjadi, dengan maksud untuk secepatnya 
melaporkan penyimpangan atau hambatan kepada 
20 
 
pimpinan/penanggung jawab fungsi/kegiatan yang bersangkutan agar 
dapat diambil tindakan korektif yang perlu. Pengawasan bukan 
ditujukan untuk mencari-cari kesalahan atau mencari siapa yang salah. 
Tujuan utama pengawasan adalah untuk memahami apa yang salah 
demi perbaikan dimasa yang akan datang, dan mengarahkan seluruh 
kegiatan-kegiatan dalam rangka pelaksanaan dari pada suatu rencana 
sehingga dapat diharapkan suatu hasil yang maksimal.  
Proses pengawasan dilakukan secara bertahap melalui langkah-
langkah berikut : 
1. Menentukan standar-standar yang akan digunakan dasar 
pengawasan. 
2. Mengukur  pelaksanaan atau hasil yang telah dicapai. 
3. Membandingkan pelaksanaan atau hasil dengan standar dan 
menentukan penyimpangan jika ada.  
4. Melakukan tindakan perbaikan, jika terdapat penyimpangan agar 
pelaksanaan dan tujuan sesuai dengan rencana.  
       Rencana juga perlu dinilai ulang dan dianalisis kembali, apakah 
sudah benar-benar realistis atau tidak. Jika belum benar atau realistis 
maka rencana itu harus diperbaiki.  
Seorang pemimpin harus mempunyai berbagai cara untuk 
memastikan bahwa semua fungsi manajemen dilaksanakan dengan baik. 
Hal ini dapat diketahui melaui proses control atau pengawasan.  
Hasibuan (1994:139) mengemukanan bahwa proses pengawasan 
pada dasarnya dilaksanakan oleh administrasi dan manajemen”, dengan 
menggunakan 2 (dua) macam teknik yaitu :  
21 
 
1. Pengawasan Langsung (Direct Control)  
 Yaitu pengawasan yang dilakukan sendiri oleh manajer, manajer 
memeriksa pekerjaan yang sedang dilakukan untuk mengetahui apakah 
dikerjakan dengan benar dan hasilnya sesuai dengan yang 
dikehendakinya.  
 Akan tetapi karena banyaknya dan kompleksnya tugas-tugas 
seorang pimpinan, terutama dalam organisasi seorang pempinan  tidak 
mungkin dapat selalu menjalankan pengawasan langusng itu, karena itu 
sering pula ia harus melakukan pengawasan yang bersifat tidak langsung.  
2. Pengawasan tidak Langsung (Indirect Control). 
Yaitu pengawasan jarak jauh, artinya dengan melalui laporan yang 
diberikan oleh bawahan. Laporan ini berupa lisan atau tulisan tentang 
pelaksanaan pekerjaaan dan hasil-hasil yang telah dicapai.  
Kelemahan daripada pengawasan tidak langsung itu adalah sering 
para bawahan hanya melaporkan hal-hal yang positif saja, dalam 
perkataan lain, para bawahan itu mempunyai kecenderungan hanya 
melaporkan hal-hal yang diduganya akan menyenangkan pimpinan. 
Padahal seorang pemimpin yang baik akan menuntut bawahannya untuk 
melaporkan hal-hal baik, baik yang bersifat positif maupun negatif. Karena 
apabila hanya hal-hal positif saja yang dilaporkan, seorang pemimpin 
tidak akan mengetahui keadaan yang sebenarnya.  
Dalam praktek tidak jarang terjadi pelaksanaan kegiatan tidak 
sesuai dengan kriteria-kriteria yang ditentukan itu. Dalam hal ini 
dikatakan bahwa telah terjadi penyimpangan atau deviasi, misalnya 
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penyimpangan dari rencana, penyimpangan dari kebijaksanaan, 
pimpinan. 
Suatu penyimpangan tidak selalu mempunyai sifat atau akibat 
negatif karena dapat terjadi karena terpaksa dilakukan demi 
mempertahankan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. 
Penyimpangan demikian dapat terjadi apabila keadaan yang dihadapi 
dilapangan pada kenyataannya tidak sesuai dengan perkiraan yang 
digunakan waktu menyusun rencana atau kebijaksanaan yang 
ditentukan oleh pimpinan tidak cocok lagi dengan kondisi nyata di 
lapangan atau penyimpangan juga dapat terjadi karena suatu keadaan 
memaksa yang dihadapi dilapangan. Dalam hal ini secara formal 
terjadi penyimpangan tetapi secara materil penyimpangan itu mungkin 
dapat dibenarkan/dipertanggungjawabkan.  
Sebaliknya ada pula penyimpangan yang sejak semula bersifat 
negatif,yaitu penyimpangan yang sengaja dilakukan dengan maksud 
untuk secara langsung atau tidak langsung memperoleh suatu manfaat 
atau keuntungan diri pribadi orang lain atau kelompok tertentu atas 
beban/kerugian pihak lain termasuk Negara. Penyimpangan yang 
bersifat negatif  ini umum dikenal dengan istilah penyelewengan, 
sesuai dengan sifat/bentuk perbuatannya dapat dibedakan lebih lanjut 
antara lain dalam penggelapan, penyalahgunaan wewenang dan 
korupsi. 
Menurut Bohari dalam Bukunya Pengawasan Keuangan Negara 
agar pelaksanaan pengawasan dapat dijadikan sebagai suatu alat 
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yang efektif, maka harus memperhatikan kriteria-kriteria sebagai 
berikut ; 
1. Apa yang akan diawasi (objek yang perlu diawasi), 
2. Mengapa perlu diadakan pengawasan. 
3. Dimana dan bilamana diadakan pengawasan dan oleh siapa 
pengawasan tersebut harus dilakukan. 
4. Bagaimana pengawasan tersebut dapat dilakukan. 
5. Pengawasan tersebut harus bersifat rasional. Fleksibel, terus- 
menerus dan fragmatis.  
II.2.  Konsep Retribusi Daerah 
II.2.1. Teori Retribusi  
       Berawal dari pendapat James McMaster, seorang pengajar ilmu 
ekonomi di Sekolah Ilmu Administrasi Canberra, Australia, menyatakan 
retribusi didasari atas dua prinsip, yang pertama benefit principle, dibawah 
prinsip ini mereka yang menerima kenikmatan langsung dari suatu 
pelayanan harus membayar sesuai dengan kebutuhan mereka. Prinsip 
kedua adalah ability to pay principle, berdasarkan prinsip ini pengenaan 
tarif retribusi berdasarkan kemampuan dari wajib retribusi, berdasarkan 
prinsip ini pengenaan tarif retribusi berdasarkan kemampuan dari wajib 
retribusi. Semakin rendah penghasilannya, maka semakin rendah harga 
yang dikenakan dibanding  dengan mereka yang tinggi penghasilannya.  
       Lebih lanjut, Ronald C. Fisher (1996) seorang ahli keuangan  Negara 
dan Daerah menyatakan teori Retribusi sebagai berikut : 
Secara teoritis, pengenaan retribusi harus mencapai dua tujuan, yaitu 
pertama retribusi harus membuat wajib retribusi menghadapi harga 
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sesungguhnya atas keputusan konsumsi mereka, menciptakan suatu 
intensif untuk pilihan efisien. Tujuan yang kedua pengenaan retribusi untuk 
mengurangi ketergantungan pembiayaan dari pajak daerah. Berkaitan 
dengan teori tersebut, dalam teori ekonomi dinyatakan bahwa harga 
barang/jasa layanan yang diberikan oleh pemerintah hendaknya 
didasarkan pada biaya tambahan, yaitu biaya untuk melayani konsumen 
yang terakhir. Devas berpendapat, bahwa retribusi daerah haruslah 
merupakan suatu harga yang dibayar oleh masyarakat terhadap layanan 
yang diberikan  oleh pemerintah daerah dengan timbal balik yang sepadan.  
       Dari gambaran singkat mengenai teori retribusi diatas, yang menjadi 
poin penting adalah pemenuhan syarat-syarat ini harus diikuti dengan 
manfaat langsung yang dapat dirasakan oleh wajib retribusi yang telah 
membayar retribusi. Objek retribusi daerah hendaknya menjadi perhatian 
pemerintah daerah dan bukan hanya layanan yang seadanya. Perbaikan 
dan penambahan fasilitas yang dapat digunakan oleh wajib retribusi juga 
harus dilakukan sebagai imbalan terhadap retribusi yang telah dibayar.  
II.2.2.  Retribusi Daerah   
Retribusi diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan 
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, untuk 
meningkatkan dan memeratakan kesejahteraan masyarakat.   
Menurut Pasal 1 ayat (28) UU No. 34 Tahun 2000 : 
 ”Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau 
pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh 
pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan”. 
       Berdasarkan ketentuan tersebut, maka retribusi tidak lain merupakan 
pemasukan yang berasal dari usaha-usaha Pemerintah Daerah untuk 
menyediakan sarana dan prasarana yang ditujukan untuk memenuhi 
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kepentingan warga msyarakat baik individu maupun badan atau 
koorporasi dengan kewajiban memberikan   pengganti berupa uang 
sebagai pemasukan kas daerah. Daerah kabupaten/kota diberi peluang 
dalam menggali sumber-sumber keuangannya dengan menetapkan jenis 
retribusi selain yang telah ditetapkan, sepanjang memenuhi kriteria yang 
telah ditetapkan dan sesuai dengan aspirasi masyarakat.  
  Secara umum Retribusi merupakan pembayaran wajib dari penduduk 
kepada  negara karena adanya jasa tertentu yang diberikan oleh negara 
bagi penduduknya secara perorangan, atau pungutan yang dilakukan 
daerah karena adanya fasilitas atau pelayanan jasa yang nyata yang 
diberikan oleh pemerintah daerah ( Mamesah, 1995). 
Soelarno dalam buku Administrasi Pendapatan Daerah mendefinisikan 
bahwa Retribusi adalah : 
“Pungutan pemerintah (pusat/daerah) kepada badan atau orang 
berdasarkan norma-norma yang telah ditetapkan berhubungan dengan 
jasa yang diberikan, atas permohonan secara langsung dan untuk 
kepentinagn orang atau badan yang memerlukan”. 
  
Sumito, dalam buku Kaho, Prospek otonomi daerah mendefinisikan 
Retribusi secara umum adalah pembayaran-pembayaran  kepada Negara 
yang dilakukan oleh mereka yang menggunakan jasa-jasa Negara.  
       Sesuai dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia saat ini 
penarikan retribusi hanya dapat dipungut oleh pemerintah daerah. Jadi, 
Retribusi yang dipungut di Indonesia dewasa ini adalah Retribusi Daerah.  






1. Retribusi dipungut oleh Negara. 
  Retribusi merupakan pungutan sah yang dilakukan oleh 
pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.  
 
2. Dalam pemungutan terdapat paksaan secara ekonomis. 
  Retribusi daerah adalah pungutan oleh pemerintah sebagai 
pengganti (kerugian) atas pelayanan yang diberikan  oleh daerah 
kepada siapa saja yang membutuhkan pelayanan tersebut. Dengan 
demikian, terdapat suatu paksaan bagi pengguna jasa layanan untuk 
membayar retribusi sebagai bentuk penggantian yang setimpal atas 
pemberian jasa layanan oleh pemerintah daerah. 
3. Adanya kontraprestasi yang secara langsung dapat ditunjuk. 
Hal ini berarti bahwa pungutan retribusi didasarkan pada suatu 
pelayanan yang nyata-nyata dapat dirasakan/dinikmati secara 
langsung oleh masyarakat pengguna jasa layanan  tersebut.  
4. Retribusi dikenakan pada setiap orang/badan yang menggunakan 
jasa-jasa yang disiapkan oleh Negara. 
Retribusi dikenakan terhadap siapa saja yang telah mengenyam 
jasa dari pemerintah daerah. Dengan demikian, jika ingin memperoleh 
jasa atau memakai jasa yang disediakan oleh pemerintah barulah 
pemakai membayarnya, selain itu, pungutan retribusi dapat dilakukan 
berulang kali.   
II.2.2.3.   Jenis dan Golongan Retribusi Daerah  
Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2001 
tentang Retribusi Daerah menjelaskan terdiri dari tiga jenis Retribusi 
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yaitu Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha,dan Retribusi Jasa 
Perizinan Tertentu.  
1. Jasa Umum 
       Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau 
diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan 
kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau 
Badan. 
Jenis Retribusi Jasa Umum adalah: 
1. Retribusi Pelayanan Kesehatan; 
2. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan; 
3. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta 
Catatan Sipil; 
4.  Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat; 
5. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum; 
6. Retribusi Pelayanan Pasar; 
7. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor; 
8. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran; 
9. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta; 
10. Retribusi Pengujian Kapal Perikanan 
         Dalam pelaksanaannya Retribusi Jasa Umum harus memenuhi 
kriteria sebagai berikut:  
a. Retribusi ini bersifat bukan pajak dan bersifat bukan retribusi jasa 
usaha atau retribusi perizinan tertentu.  
b. Jasa yang bersangkutan merupakan kewenangan daerah dalam 
rangka pelaksanaan desentralisasi.  
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c. Jasa tersebut memberikan manfaat khusus bagi orang pribadi atau 
badan yang diharuskan untuk membayar retribusi disamping untuk 
melayani kepentingan dan kemamfaatan umum.  
d. Jasa tersebut layak untuk dikenakan retribusi.  
e. Retribusi tidak bertentangan dengan kebijakan nasional tentang 
pelaksanaannya.  
f. Retribusi dapat dipungut secara efektif dan efisien, serta 
merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang potensial.  
g. Pemungutan retribusi memungkinkan penyediaan jasa tersebut 
dengan tingkat  dan kualitas layanan yang baik. (Suandy, 
2002:269 dalam Maryani skripsi,2004:35).  
2. Retribusi Jasa Usaha 
Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh 
Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi: 
a. Pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan Daerah 
yang belum dimanfaatkan secara optimal. 
b. Pelayanan oleh Pemerintah Daerah sepanjang belum disediakan 
secara memadai oleh pihak swasta. 
 Jenis Retribusi Jasa Usaha adalah: 
1. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah; 
2. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan; 
3. Retribusi Tempat Pelelangan; 
4. Retribusi Terminal; 
5. Retribusi Tempat Khusus Parkir; 
6. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa; 
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7. Retribusi Rumah Potong Hewan; 
8. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan; 
9. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga; 
10. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah. 
3.  Retribusi Perizinan Tertentu 
Retribusi Perizinan Tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu 
oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau Badan yang 
dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan 
pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, 
sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan 
menjaga kelestarian lingkungan. 
Jenis Retribusi Perizinan Tertentu adalah: 
1. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan; 
2. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol; 
3. Retribusi Izin Gangguan; 
4. Retribusi Izin Trayek; dan 
5. Retribusi Izin Usaha Perikanan. 
Untuk menetapkan tarif masing-masing jenis retribusi tersebut 
diatas dilakukan berdasarkan prinsip dan sasaran yaitu :  
1. Untuk retribusi jasa Umum, ditetapkan berdasarkan kegiatan daerah 
dengan mempertimbangkan biaya penyediaan jasa yang 
bersangkutan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan. 
2. Untuk retribusi jasa usaha, didasarkan pada tujuan untuk memperoleh 
keuntungan yang layak. 
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3. Untuk retribusi perizinan rertentu, didasarkan pada tujuan untuk 
menutup sebagian atau sama dengan biaya penyelenggaraan 
pemberian izin yang bersangkutan.  
Dalam memungut retribusi ada tiga sisi yang perlu diperhatikan:  
1. Dari sisi wajib retribusi, biasanya wajib retribusi sering menghindar 
dari pungutan dengan cara menunda pembayaran dan berkeinginan 
membayar lebih kecil dari yang seharusnya dibayar.  
2. Dari segi pelaksanaan sistem dan prosedur administrasi. Dalam 
melaksanakan pungutan system dan prosedur administrasi sangat 
membantu karena merupakan alat pengawasan terhadap pelaksana 
adminstrasi maupun wajib retribusi dalam menghindari kebocoran 
dan penyimpangan yang mungkin terjadi dalam pemungutan retribusi 
dalam mengefektifkan penerimaan. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan 
yaitu: melakukan konfirmasi data pada instansi terkait, penetapan 
tarif, penagihan retribusi perlu petugas yang disiplin waktu, 
penyetoran, pembukuan dan pelaporan.  
3. Aparat pemungut/petugas, bagi petugas atau pemungut retribusi 
diperlukan mental dan sikap dan bertanggungjawab sepenuhnya 
dalam pelaksanaan tugas 
       Prinsip-prinsip dalam penerapan retribusi harus diperhatikan agar 
retribusi dapat mencapai tujuannya untuk membiayai pelayanan yang 
dilaksanakan oleh pemerintah daerah.  
Empat prinsip umum yang digunakan sebagai indikator dalam 
pengenaan retribusi menurut Davey (1988) dalam Bambang.P yaitu 
sebagai berikut : 
31 
 
1)    Kecukupan  
Retribusi terhadap pemakaian barang atau jasa perlu diterapkan 
untuk melakukan rasionalisme  permintaan dari konsumen. Tanpa adanya 
harga maka permintaan dan penawaran terhadap suatu barang tidak 
akan mencapai titik keseimbangan  yang  akibatnya  tidak 
dapat menciptakan  alokasi sumer  daya yang   efisien.   
 Dengan diterapkannya retribusi maka setiap orang memiliki 
kebebasan untuk mengatur jumlah konsumsinya terhadap barang 
tersebut agar lebih sesuai dengan kebutuhannya dan kemampuannya 
untuk membayar.  
2)  Keadilan 
Kriteria kedua adalah keadilan. Penetapan harga layanan atau tarif 
retribusi, harus menerapkan prinsip keadilan. Pada prinsipnya beban 
pengeluaran pemerintah haruslah dipikul oleh semua golongan dalam 
masyarakat sesuai dengan kekayaan dan kesanggupan masing-masing 
golongan.  
       Penerapan tarif retribusi berdasarkan kemampuan dari wajib 
retribusi. Semakin rendah kemampuan membayar maka semakin rendah 
tarif yang dikenakan dibanding mereka yang memiliki kemampuan 
membayar lebih besar.  
3).  Kemudahan Administrasi 
Secara teoritis retribusi mudah ditaksir dan dipungut, mudah ditaksir 
karena pertanggungjawaban didasarkan atas tingkat konsumsi yang 
dapat diukur, mudah dipungut sebab penduduk hanya mendapatkan apa 
yang mereka bayar. Hal ini terkait dengan benefit Principle pada retribusi 
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yang dikemukakan oleh Mc.Master (1991) yaitu retribusi dikenakan 
kepada individu dan atau kelompok yang menikmati manfaat barang atau 
jasa tersebut dengan pemakaian. Sebaliknya individu dan atau kelompok 
yang tidak menikmati dibebaskan dari kewajiban membayar.  
4).   Kesepakatan Politis  
       Retribusi daerah merupakan suatu produk politik yang harus diterima 
oleh masyarakat, terutama oleh mereka yang akan menjadi wajib retribusi 
dengan kesadaran yang cukup tinggi, sehingga didalamnya harus 
memuat kepastian hukum. Sehingga diperlukan suatu kemampuan politis 
dalam menetapkan retribusi, struktur tarif, memutuskan siapa yang 
membayar dan bagaimana memungut retribusinya.  
Dalam pelaksanaan pemungutan retribusi dapat dibedakan atas tiga 
kelompok masing-masing sebagai berikut: 
1. Kelompok retribusi daerah dengan sarana pemungutannya 
menggunakan surat kuasa untuk menyetor. 
2. Kelompok retribusi daerah dimana sarana pemungutannya 
menggunakan barang berharga seperti leges, materai, kupon, dan 
formulir berharga. 
3. Kelompok retribusi daerah yang pelaksanaan pemungutannya 
dilakukan dengan menggunakan kartu.  
II.3. Konsep Pasar  
       Berdasarkan kamus Bahasa Indonesia, pasar adalah tempat 
bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi atas barang 
yang diperdagangkan yang menimbulkan keuntungan bagi kedua belah 
pihak baik penjual maupun pembeli (2006:422).  
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 Menurut Perda Kab. Bulukumba No 6 Tahun 2007 Pasar adalah tempat 
yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk pertemuan antara penjual 
dan pembeli barang maupun jasa. 
  Dalam Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2001 menjelaskan bahwa: 
“Pasar adalah suatu area atau lokasi tertentu yang disediakan/ditetapkan 
oleh pemerintah daerah sebagai tempat jual beli barang dan jasa secara 
langsung dan teratur, terdiri atas pelataran,bangunan yang berbentuk kios, 
los dan bentuk bangunan lainnya”. 
 
       Dari beberapa pengertian Pasar diatas dapat disumpulkan bahwa Pada 
umumnya pasar adalah suatu transaksi jual beli melibatkan produk/barang 
atau jasa dengan uang sebagai alat transaksi pembayaran yang sah dan 
disetujui oleh kedua belah pihak yang bertransaksi. 
  Fungsi-fungsi pasar sebagai berikut ; 
1. Pasar sebagai tempat memberi sarana kenyamanan dan kepuasan 
dalam proses negosiasi menjual dan membeli yang menghasilkan 
sebagai kedua belah pihak.  
2. Sebagai sarana penetapan harga, 
3. Tempat sarana produksi/distribusi. 
4. Sebagai tempat sarana memperoleh sumber-sumber pendapatan. 
Adapun jenis-jenis pasar, yaitu : 
1. Jenis pasar menurut bentuk kegiatannya,  yaitu pasar nyata dan pasar 
abstrak. 
2. Jenis pasar menurut cara transaksinya, yaitu pasar tradisional dan pasar 
modern.  
3. Jenis pasar menurut keleluasan retribusi, yaitu pasar local, pasar daerah, 




II.4. Konsep Retribusi Pasar   
 
  Retribusi pasar atau Retribusi Pelayanan Pasar merupakan salah satu 
jenis Retribusi Jasa Umum yang keberadaannya cukup dimanfaatkan oleh 
masyarakat. Menurut penjelasan Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2001 
yang dimaksud Retribusi pelayanan pasar adalah fasilitas pasar tradisional 
atau sederhana berupa pelataran, los yang dikelola pemerintah daerah, yang 
khusus disediakan untuk pedagang, tidak termasuk yang dikelola oleh 
Badan Usaha Milik Daerah dan Pihak Swasta. Fasilitas-fasilitas lain yang 
dikelola oleh pemerintah daerah untuk pedagang yaitu keamanan, 
penerangan umum, penyediaan air, telepon, kebersihan dan penyediaan 
alat-alat pemadam kebakaran.  
      Dengan nama Retribusi Pelayanan Pasar dipungut pembayaran atas 
jasa pelayanan pasar yang disediakan oleh Pemerintah Daerah . Objek 
Retribusi pasar adalah setiap pemanfaatan sarana / fasilitas pasar  yang 
disediakan dan dimiliki oleh Pemerintah Daerah. Subjek retribusi pasar 
adalah  orang pribadi atau badan yang memanfaatkan fasilitas / sarana 
pasar. 
 Objek retribusi pasar berdasarkan Perda No.6 Tahun 2007 sebagaimana 




Setiap tempat pemakai fasilitas/sarana pasar dikenakan retribusi harian 
yang ditetapkan berdasarkan tipe pasar, jenis bangunan, luas sebagaimana 
yang dimaksud pada Pasal 11 Peraturan Daerah ini.  
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       Selanjutnya, untuk menjamin kelancaran jalannya proses pemungutan 
Retribusi Pasar Sental dalam memenuhi anggaran daerah khususnya di 
Kabupaten Bulukumba, maka ditunjuk Dinas Pengelolaan Keuangan 
Kabupaten Bulukumba untuk mengelola, memungut, dan mengawasi 
jalannya Retribusi tersebut. 
II.4. Konsep Pendapatan Asli Daerah  
       Pendapatan Asli Daerah adalah salah satu sumber penerimaan yang 
harus selalu terus menerus di pacu pertumbuhannya. Dalam otonomi daerah 
ini kemandirian pemerintah daerah sangat dituntut dalam pembiayaan 
pembangunan daerah dan pelayaan kepada masyarakat.  
  Menurut Undang-Undang No. 33 Tahun 2004, Pasal 1, Pendapatan Asli 
Daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber di 
dalam daerahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendapatan 
Asli Daerah merupakan sumber penerimaan daerah yang asli digali di 
daerah yang digunakan untuk modal dasar pemerintah daerah dalam 
membiayai pembangunan dan usaha-usaha daerah untuk memperkecil 
ketergantungan dana dari pemerintah pusat. 
Menurut Mardiasmo (2002: 132), Pendapatan Asli Daerah adalah: 
“Penerimaan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil 
perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang 
dipisahkan, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah”. 
 
Untuk  menuju otonomi daerah, maka pengelolaan peningkatan 
Pendapatan Asli Daerah perlu semakin diintensifkan, agar tercapai 
keseimbangan antara pelaksana tugas-tugas pemerintahan dan 




Abdullah & Halim (2004) menemukan bahwa sumber pendapatan 
daerah berupa PAD dan dana perimbangan berpengaruh terhadap belanja 
daerah secara keseluruhan. Meskipun proporsi PAD maksimal hanya 
sebesar 20% dari total pendapatan daerah, kontribusinya terhadap 
pengalokasian anggaran cukup besar, terutama bila dikaitkan dengan 
kepentingan politis. 
Pendapatan Asli Daerah merupakan pencerminan terhadap pendapatan 
masyarakat, untuk  itu perlu adanya kiat-kiat bagi pemerintah daerah dalam 
meningkatkan potensi masyarakat dalam pengelolaan sumber-sumber 
pendapatan masyarakat. Meningkatnya pendapatan masyarakat jelas 
mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sekaligus 
menambah Pendapatan Asli Daerah. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah 
tentunya tidak terlepas dari kemampuan pemerintah dalam membina 
masyarakat dan unsur swasta dalam mewujudkan berbagai bidang usaha, 
untuk  selanjutnya dapat  memberikan masukan terhadap daerah. 
Menurut Suriadinata (1994:103) bahwa untuk  memperoleh target 
Pendapatan Asli Daerah (PAD)  yang lebih dipertanggungjawabkan, 
penyusunannya perlu memperhitungkan berbagai faktor. Faktor-faktor 
tersebut adalah: 
1. Realisasi penerimaan pendapatan dari tahun anggaran yang lalu dengan 
memperhatikan faktor pendukung yang menyebabkan tercapainya 
realisasi tersebut serta faktor-faktor penghambatnya 
2. Kemungkinan pencarian tunggakan tahun-tahun sebelumnya yang 
diperkirakan dapat ditagih; 
3. Data potensi objek dan estimasi perkembangan perkiraan; 
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4. Kemungkinan adanya perubahan penyesuaian tarif dan penyempurnaan 
sistem pungutan; 
5. Keadaan sosial ekonomi dan tingkat kesadaran masyarakat selaku wajib 
bayar; 
6. Kebijakan dibidang ekonomi dan moneter.       
       Pendapatan Asli daerah merupakan cerminan dari otonomi daerah serta 
penyerahan otoritas sistem pengendalian dan manajemen keuangan daerah 
kepada pemerintah daerah. Sumber PAD merupakan sumber keuangan 
daerah yang digali dari wilayah daerah sendiri yang dipungut berdasarkan 
perda, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku.(Marihot,2005) Sumber PAD terdiri dari : 
1. Hasil pajak daerah 
2. Hasil retribusi daerah 
3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. 
4. Lain-lain PAD yang sah antara lain hasil penjualan asset tetap 
daerah dan jasa giro.  
       Berdasarkan pandangan diatas, menurut penulis bahwa Pendapatan 
Asli Daerah merupakan modal dasar bagi setiap daerah dalam 
melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pembangunan, dan sekaligus 
merupakan suatu bukti terhadap tingginya kesadaran masyarakat dalam 
mendukung pemerintah dalam menggali sumber-sumber Pendapatan Asli 
Daerah. 
II.4.1. Administrasi Pendapatan Asli Dearah  
Untuk mencapai efisiensi dan efektifitas pengadministrasian pajak dan 
retribusi daerah, pengadministrasian pendapatan ini diharapkan dapat 
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memastikan setiap orang untuk harus membayar pajak dan retribusi sesuai 
dengan jumlahnya serta seluruh pendapatan yang diperoleh di 
administrasikan dengan baik oleh lembaga di lingkungan pemerintah 
daerah yang ditugaskan sebagaimana mestinya. Untuk merealisasikan hal 
tersebut, langkah yang harus ditempuh adalah : 
1. Melakukan identifikasi yang akurat atas siapa yang harus menaggung 
atau membayar. 
2. Melakukan perhitungan yang tepat. 
3. Melakukan pemungutan sesuai dengan perhitungan yang dilakukan. 
4. Melakukan pengawasan dan pemberian sanksi yang tepat bagi wajib 
pajak dan retribusi yang melanggar ketentuan.  
5. Melakukan pengawasan terhadap pegawai yang terkait untuk 
memastikan agar pajak dan retribusi diadministrasikan dengan baik . 
II.5. Kerangka Pikir 
   Fungsi manajemen yang dikemukakan oleh beberapa  ahli yang salah 
satunya dikemukakan oleh George R.Terry , yaitu perencanaan, 
pengorganisasian, pelaksanaaan, dan pengawasan, yang memberikan 
gambaran kepada penulis untuk membuat kerangka pikir yang berkaitan 
dengan Manajemen Retribusi Pasar Sentral Dalam Meningkatkan 
























































Metode penelitian merupakan keseluruhan proses berfikir yang 
dimulai  dari menemukan permasalahan, kemudian peneliti menjabarkan 
dalam suatu kerangka tertentu, serta mengumpulkan data bagi pengujian 
empiris untuk mendapatkan penjelasan dalam penarikan kesimpulan atas 
gejala sosial yang diteliti (Iqbal Hasan, 2002). Dengan adanya metode 
penelitian maka suatu penelitian dapat dilakukan secara sistematis dan 
teratur.  
III.1. Pendekatan Penelitian 
   Dalam dunia sosial, pendekatan penelitian membantu manusia 
memahami fenomena yang terjadi disekitarnya. Rosady Ruslan dalam 
bukunya Metode Penelitian  membagi pendekatan penelitian menjadi dua, 
yaitu kualitatif dan kuantitatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian 
ini adalah pendekatan kualitatif. Dalam pendekatan kualitatif ini, teori 
menjadi pedoman bagi peneliti untuk merencanakan penelitian.  
     Dengan pendekatan kualitatif peneliti akan menjelaskan kondisi yang 
ada dan lebih banyak dituangkan ke dalam bentuk kata-kata tertulis atau 
lisan dan data dokumentasi. Sebagaimana Bogdan dan Taylor dalam 
bukunya yang berjudul Metode penelitian kualitatif (2005:4) yang 
mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang 
menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-





III.2. Lokasi Penelitian  
     Penelitian ini dilaksanakan pada Kantor Dinas Pengelolaan Keuangan  
Kabupateen Bulukumba, yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman No.03 
Kabupaten Bulukumba .  
III.3. Tipe Penelitian 
Penelitian ini menggunakan metode deskriftif . Penelitian deskriftif 
adalah suatu jenis penelitian yang memberikan gambaran atau uraian atas 
suatu keadaan sejernih mungkin tanpa ada perlakuan terhadap objek yang 
diteliti  (Kountur, 2003). Pemilihan tipe ini didasarkan pada pertimbangan 
bahwa dalam pembahasan skripsi ini tujuan yang ingin dicapai adalah 
untuk memberikan suatu gambaran mengenai keadaan dilapangan terkait 
proses, kendala serta upaya dalam pengadministrasian penerimaan 
retribusi pasar sentral di Kabupaten Bulukumba.  
III.4. Narasumber  
Pemilihan narasumber pada penelitian difokuskan pada 
representasi atas masalah yang diteliti. Oleh karena itu, menurut Neuman 
(2002) pemilihan narasumber pada penelitian harus berdasarkan beberapa 
criteria yakni : pertama, narasumber tersebut mengenal dengan jelas 
mengenai fenomena yang diangkat, kedua, narasumeber merupakan pihak 
yang terlibat dilapangan, dan ketiga narasumber memiliki waktu untuk 
wawancara dengan peneliti. 
Berdasarkan kriteria tersebut maka wawancara dilakukan kepada 
pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan penelitian. Diantaranya 
adalah pihak-pihak yang terkait dalam pengelolaan penerimaan retribusi 
pasar Sentral yaitu: 
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1. Badan pengelola keuangan daerah kabupaten Bulukumba, yang 
merupakan pihak yang memonitoring seluruh penerimaan retribusi di kab. 
Bulukumba, wawancara dilakukan kepada kepala sub bidang retribusi 
dan lain-lain pendapatan badan pengelola keuangan daerah Dinas 
pendapatan Daerah untuk memperoleh informasi mengenai proses 
pengajuan target, pembukuan, dan pengawasan penerimaan retribusi.  
2. Kepala Unit UPT 
3. Kepala pasar Sentral Bulukumba  
4. Petugas pemungut retribusi/ Kolektor 
5. Wajib retribusi pasar Sentral Bulukumba 
III.5.    Jenis Dan Sumber Data 
Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai sumber dan cara. 
Menurut Lofland (1984:47) bahwa sumber data utama dalam penelitian 
kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data 
tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Penelitian dilakukan pada dua 
sumber, yaitu penelitian yang dilakukan dalam penelitian lapangan dan 
dari penelitian akan didapatkan dua jenis data yaitu : 
III.5.1. Data Sekunder 
Data sekunder yang bersumber dari hasil olahan instansi atau 
sesuatu lembaga tertentu bukan saja untuk kepentingan lembaganya 
tetapi juga untuk pihal lain yang membutuhkan. Hal ini bertujuan untuk 
memperoleh landasan atau kerangka pemikiran yang digunakan untuk 





III.5.2. Data Primer 
       Data yang diperoleh langsung dari hasil wawancara yang diperoleh 
dari narasumber atau informan yang dianggap berpotensi dalam 
memberikan informasi yang relevan dan sebenarnya dilapangan.  
III.6. Teknik pengumpulan data  
Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan tiga cara 
sebagai berikut : 
III.6.1. Wawancara  
Wawancara menggunakan instrument penelitian berupa pedoman 
wawancara yang memuat hal-hal yang ingin diketahui dan dibutuhkan 
peneliti terkait dengan permasalahan yang diteliti dengan 
menggunakan pertanyaan terbuka sehingga informan dapat menjawab 
secara bebas menurut pengetahuannya. Selain itu, wawancara tidak 
hanya menangkap pemahaman atau ide, tetapi juga dapat menangkap 
perasaan, pengalaman , emosi, motif, yang dimiliki responden yang 
bersangkutan.  
Wawancara dilakukan dengan pihak-pihak yang terlibat langsung 
dalam pengelolaan retribusi pasar Sentral yaitu pegawai/pejabat Dinas 
pendapatan daerah serta wajib retribusi pasar Sentral sebagai 
pengguna jasa atau layanan.   
III.6.2. Observasi  
       Suatu cara untuk memperoleh data melalui kegiatan pengamatan 
langsung terhadap objek penelitian untuk memperoleh keterangan 
yang relevan dengan objek penelitian. Dengan melaukan observasi , 
peneliti mencatat apa saja yang dilihat dan menggali dari dokumen 
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tertulis untuk memberikan gambaran secara utuh tentang objek yang 
akan diteliti.  
III.7. Unit Analisis  
       Desain penelitian yang dikategorikan sebagai studi kasus, ditentukan 
oleh unit analisisnya, Yin (2006). Dalam penyusunan penelitian, penulis 
menggunakan unit analisis kelompok aktor atau organisasi yaitu Dinas 
Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bulukumba sebagai aktor yang 
terlibat dalam pengelolaan Retribusi Pasar Sentral Bulukumba. Penentuan 
unit analisis ini didasarkan pada pertimbangan objektif bahwa berbagai 
variabel dan indikator dalam kajian  ini lebih lanjut dideteksi dengan 
pendekatan kelompok actor.  
III.8. Fokus Penelitian  
       Untuk memberikan suatu pemahaman agar lebih mempermudah 
pelaksanaan pengelolaan Retribusi Pasar, maka perlu adanya batasan 
penelitian yang dioperasionalkan melalui indikator-indikator sebagai 
berikut:  
1. Manajemen Retribusi daerah yaitu proses merencanakan, mengorganisir, 
menggerakkan, dan mengawasi segala kegiatan yang berhubungan 
dengan retribusi pasar dalam mencapai tujuan yang diinginkan. 
2. Perencanaan, yaitu penyusunan dan penentuan aktivitas yang akan 
dilaksanakan dimasa yang akan datang untuk mencapai tujuan yang 
diinginkan dengan indikator yakni pendataan retribusi pasar dan penentuan 
target.  
3. Pengorganisasian, yaitu penentuan, pengelompokan, dan pengaturan 
berbagai aktivitas yang diperlukan dengan menempatkan orang-orang 
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pada aktivitas tersebut dengan indikator penempatan dan pembagian kerja 
pegawai.  
4. Actuating, yaitu aktifitas pegawai dalam menjalankan tugasnya sesuai 
dengan fungsi dan tanggung jawabnya dengan indikator tingkat partisipasi 
pegawai dalam pelaksanaan tugas.  
5. Pengawasan adalah suatu proses kegiatan yang dilakukan untuk menjamin 
agar segala sesuatunya berjalan sesuai dengan rencana yang telah 
ditentukan dan diidentifikasi permasalahan yang timbul serta pelaporan 
terhadap hasil-hasil yang diperoleh dengan indikator pengawasan langsung 



















GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 
 IV.1. Keadaan Geografis Dan Iklim Kabupaten Bulukumba 
       Kabupaten Bulukumba terletak di bagian selatan Jasirah Sulawesi 
dan berjarak kurang lebih 153 km dari ibukota Propinsi Sulawesi 
Selatan. Secara kewilayahan Kabupaten Bulukumba berada pada 
kondisi empat dimensi, yakni dataran tinggi pada kaki gunung 
Bawakaraeng – Lompobattang, dataran rendah, pantai dan laut lepas. 
 
Gambar IV.1 Peta Administratif wilayah Kab.Bulukumba  
Kabupaten Bulukumba terletak diantara 05°20° – 05°40° LS dan 








        Tabel IV.1 







Sumber : Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bulukumba 2012 
 
       Luas wilayah Kabupaten Bulukumba sekitar 1.154,7 km2 atau 
sekitar 2,5 persen dari luas wilayah Sulawesi Selatan yang meliputi 10  
kecamatan dan terbagi ke dalam 27 kelurahan dan 103 desa. Ditinjau 
dari segi luas kecamatan, Gantarang dan Bulukumpa merupakan dua 
wilayah kecamatan terluas masing-masing seluas 173,5 km2 dan 171,3 
km2 sekitar 30 persen dari luas kabupaten. Kemudian disusul 
kecamatan lainnya dan terkecil adalah kecamatan Ujung Bulu yang 
merupakan pusat kota Kabupaten dengan luas 14,4 km2 atau hanya 
sekitar 1 persen. 
Wilayah Kabupaten Bulukumba hampir 95,4 persen berada pada 
ketinggian 0 sampai dengan 1000 meter diatas permukaan laut 
dengan tingkat kemiringan tanah umumnya 0-400. 
Terdapat sekitar 32 aliran sungai yang dapat mengairi sawah 
seluas 23.365 Hektar, sehingga merupakan daerah potensi pertanian. 
Curah hujannya rata-rata 152 mm/bulan dan rata-rata hari hujan 10 
hari per bulan. 
 
Arah Batas wilayah Letak atronomis 
Utara Kabupaten Sinjai 050  200 Lintang selatan 
Timur Teluk Bone 1200  280 Bujur Timur 
Selatan Laut Flores 050  400 Lintang selatan 
Barat Kabupaten Bantaeng  1190  580 Lintang selatan 
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IV.1.1. Pemerintahan  
       Pemerintah Kabupaten Bulukumba membawahi 10 (sepuluh) 
kecamatan definitif dan terbagi ke dalam 27 kelurahan dan 99 desa. 
Ke 10 kecamatan tersebut adalah: 
1. Kecamatan Ujungbulu (Ibukota Kabupaten) 
2. Kecamatan Gantaran 
3. Kecamatan Kindang 
4. Kecamatan Rilau Ale 
5. Kecamatan Bulukumpa 
6. Kecamatan Ujungloe 
7. Kecamatan Bontobahari 
8. Kecamatan Bontotiro 
9. Kecamatan Kajang 
10. Kecamatan Herlang 
       Dari 10 kecamatan tersebut, tujuh di antaranya merupakan daerah 
pesisir sebagai sentra pengembangan pariwisata dan perikanan yaitu 
Kecamatan Gantarang, Kecamatan Ujungbulu, Kecamatan Ujung Loe, 
Kecamatan Bontobahari, Kecamatan Bontotiro, Kecamatan Kajang 
dan Kecamatan Herlang. 
Tiga kecamatan lainnya tergolong sentra pengembangan 
pertanian dan perkebunan, yaitu Kecamatan Kindang, Kecamatan 
Rilau Ale dan Kecamatan Bulukumpa. 
Kondisi PNS pemda pada tahun 2012, di Bulukumba terdapat 




Ditinjau menurut pendidikan, pendidikan PNS lebih baik 
dibandingkan pendidikan pekerja pada umumnya yaitu mereka yang 
berpendidikan rendah (SD dan SLTP sederajat) hanya 3 persen, 
sementara yang berpendidikan SMA 25 persen dan 
Diploma/Universitas mencapai 72 persen. Dilihat dari kepangkatannya, 
38 persen PNS bergolongan III, sedangkan PNS Golongan I hanya 
sebesar 2 persen. 
Gambar IV.2 
Persentase Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemda Bulukumba 
menurut Tingkat  Pendidikan yang ditamatkan, 2012 
 
Sumber : Badan Pusat Statistik Kab.Bulukumba 2012 
 
IV.1.2. Keadaan Demografi  
Penduduk Kabupaten Bulukumba tahun 2012 berjumlah 398.531 
jiwa yang tersebar di 10 (sepuluh) kecamatan. Dari 10 (sepuluh) 
kecamatan, kecamatan Gantarang yang mempunyai jumlah penduduk 
terbesar yaitu 71.741 jiwa. 
Dilihat dari jenis kelamin, penduduk perempuan lebih banyak dari 
penduduk laki–laki yaitu 211.092 jiwa perempuan sedangkan 187.439 













laki dengan perempuan) adalah 89, yang berarti dalam setiap 100 orang 
penduduk perempuan terdapat 89 orang penduduk laki–laki.  
Kepadatan penduduk Kabupaten Bulukumba pada tahun 2011 
yaitu 345 orang per km2 yang berarti lebih tinggi 3 orang dibandingkan 
tahun sebelumnya. Kecamatan yang paling padat penduduknya adalah 
kecamatan Ujung Bulu yaitu 3.360 orang per km2. Hal ini terjadi karena 
kecamatan tersebut merupakan ibu kota Kabupaten Bulukumba. 
Gambar. IV.3 
Persentase Penduduk Berumur 15 tahun keatas yang Bekerja di 
Kabupaten Bulukumba, 2012 
 



























Tabel IV. 2 
Sarana Pendidikan Kabupaten Bulukumba 
No Tingkatan Jumlah 
1 Sekolah Dasar 375 
2 SLTP 63 
3 SMA 57 
4 Perguruan Tinggi 2 
5 Lembaga Pendidikan Khusus 6 
   Sumber : Badan Pusat Statistik Kab.Bulukumba, 2012 
Gambar IV.4 
Persentase Sarana Kesehatan Kabupaten Bulukumba 
 
Sumber : Badan Pusat statistik Kab.Bulukumba 2012 
IV.1.4.  Perdagangan 
Sektor perdagangan merupakan sektor yang sangat penting didalam 
perputaran roda perekonomian di suatu wilayah. Sektor ini sangat 
dipengaruhi oleh tingat suplai dan permintaan. Perkembangan sektor 
perdagangan dapat tercermin dari salah satu indikator, yaitu banyaknya 
Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang diterbitkan. Di Bulukumba 
frekuensi dan jumlah usaha perdagangan yang sudah memperoleh SIUP 
terus meningkat dari tahun ketahun. Data 2010 jumlah usaha 
perdagangan yang terdaftar sebanyak 6.399 usaha. 
99%  
0% 1% 0% 
Puskesmas =  48 Rumah Sakit = 1 
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Gambar IV. 5 
  Persentase Perusahaan menurut Bentuk Badan Hukum Di 
Kabupaten Bulukumba, 2011 
 
Sumber : Badan Pusat statistik Kab.Bulukumba 2012 
 
IV.1.5. Perekonomian  
 IV.1.5.1. Sektor Pertanian  
        Potensi Pertanian adalah merupakan salah satu potensi 
unggulan yang memberikan konstribusi yang paling besar terhadap 
perekonomian Kabupaten Bulukumba. Tanaman pangan yang 
sangat potensial adalah tanaman padi dan merupakan bahan 
pangan utama masyarakat. Selain tanaman padi juga terdapat 
tanaman bahan pangan lainnya seperti Jagung, Ubi Kayu, Ubi Jalar, 
Kacang Tanah, Kacang Ijo dan Kedelai. Selain tanaman pangan, 
terdapat pula tanaman Holtikultura yang mempunyai potensi besar 
dalam mengangkat pendapatan dan kesejahteraan petani. 
Tanaman hortikultura yang utama seperti: durian, rambutan, duku, 
langsat, mangga, manggis, petai, pisang, nangka, alpukat, nenas, 
salak, papaya, sukun, jambu biji, jambu air, jeruk siam, cabai, 













IV.1.5.2.   Perkebunan  
  Potensi tanaman perkebunan juga termasuk potensi unggulan 
seperti: Kelapa Dalam & Hibrida, Kopi Robusta & Arabika, Kakao, 
Cengkeh, Jambu Mete, Karet, Kapas, lada dan vanili. Produksi 
karet pada tahun 2012 (7.958 ton), kakao (3.075 ton) dan kapas 
(1.924 ton).  
IV.1.5.3.   Perindustrian  
Di sektor perindustrian ,di Kabupaten bulukumba terdapat da 
3 (tiga) jenis industri besar yang mempunyai produksi berbeda 
meliputi: industri pengolahan kapas (PT. SEKO FAJAR COTTON), 
pengolahan karet (PT London Sumatera tbk) dan pengolahan kayu 
(PT Palopo Alam Lestari). 
IV.2. Gambaran Umum Dinas Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah 
Kabupaten Bulukumba  
       Dinas pengelolaan keuangan daerah dan Asset Daerah Kabupaten 
Bulukumba secara organisatoris berada dibawah dan bertanggungjawab 
Kepada Bupati Bulukumba yang dipimpin oleh seorang kepala yang 
mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan 
Pemerintah daerah dibidang Pengelolaan Keuangan dan Asset daerah.  
Dinas pengelolaan keuangan dan Asset Daerah Kabupaten 
Bulukumba dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten 
Bulukumba No.10 Tahun 2008 tentang organisasi dan tata Kerja Dinas 
daerah Kabupaten Bulukumba. berdasarkan perda tersebut diatas maka 
Visi dan Misi Dinas pengelolaan keuangan daerah Kabupaten 
Bulukumba, yaitu : 
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IV.2.1.   Visi  
        Sebagai satuan kerja perangkat daerah yang mempunyai tugas 
melaksanakan kewenangan dibidang pengelolaan keuangan dan asset 
daerah, dalam pelaksanaan  tugas pokok dan fungsinya Dinas 
pengelolaan keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Bulukumba, telah 
menentukan visi dan misi yang dibuat secara bersama dengan staff. 
       Visi Dinas pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Bulukumba 
yaitu: “Terciptanya Pengelolaan Keuangan Dan Asset Daerah secara 
efisien, efektif, dan Transparan serta akuntabel dalam menunjang 
Pertumbuhan Ekonomi Daerah”. 
IV.2.2.    Misi 
Misi menjelaskan tujuan organisasi atau mengapa organisasi harus 
melakukan apa yang dilakukannya (Bryson, 1995:67). Berkaitan dengan 
hal tersebut misi Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah  
Kabupaten Bulukumba, yaitu : 
1. Mewujudkan system pengelolaan keuangan dan asset daerah 
secara tertib dan konsisten yang selalu berlandaskan pada 
aturan yang berlaku.  
2. Meningkatkan kualitas SDM dibidang pengelolaan keuangan 
dan Asset Daerah. 
3. Menyediakan Laporan keuangan dan asset daerah secara 
akurat dan transparan serta akuntabel.  
4. Mewujudkan APBD yang mampu mendorong pertumbuhan 
ekonomi daerah melalui Sistem Anggaran Kinerja.  
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5. Mengoptimalkan peranan sekretariat DPKD dalam menunjang 
Pengelolaan Keuangan daerah.  
IV.2.3. Struktur Organisasi  
Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, struktur Organisasi 
Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Bulukumba terdiri 
dari : 
1. Kepala Dinas (eselon II/b) 
2. Sekretariat (eselon III/a) 
3. Bidang (eselon III/b) 
4. Seksi 
5. Jabatan Fungsional 
6. UPT 
 Susunan kepegawaian Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset 
Daerah Kab. Bulukumba sesuai dengan struktur organisasinya, yaitu:  
1. Kepala Dinas 
2. Sekretariat 
1) Kepala Sub Bagian Program 
2) Kepala  Sub Bagian Keuangan 
3) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 
3. Kepala Bidang Anggaran/Akuntansi Dan pengelolaan Kas : 
1) Kepala  Bidang Anggaran dan Evaluasi Gaji 
2) Kepala Seksi Akuntansi dan Pertanggungjawaban; 
3) Kepala Seksi Pengelolaan Kas.  
4. Kepala  Bidang Pengelolaan Asset Daerah. 
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1) Kepala Seksi Perencanaan dan Pengendalian 
Asset; 
2) Kepala Seksi Inventarisasi dan Penatausahaan 
Asset; 
3) Kepala Seksi Penggunaan dan Pemanfaatan 
Asset.  
5. Bidang Pendataan dan Penetapan; 
1) Seksi Pendataan dan Pendaftaran; 
2) Seksi Perhitungan dan Penetapan; 
3) Seksi Pengkajian dan Keberatan.  
6. Bidang Penagihan dan Pengelolaan Dana Perimbangan.  
1) Kepala Seksi Pajak Daerah; 
2) Seksi Retribusi Daerah dan Pendapatan Lainnya; 
3) Seksi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Bagi 
Hasil.   
7. Unit Pelaksana Teknis 
Unit Pelaksana Teknis  (UPT)  pada Dinas dapat dibentuk 
untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional 
dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai 
wilayah se-Kabupaten Bulukumba, dan dipimpin oleh 
seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung 
jawab kepada Bupati melalui Kepala Dinas. Pembentukan 
Unit Pelaksana Teknis disesuaikan dengan kebutuhan dan 
ditetapkan dengan Peraturan Bupati sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
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7. Jabatan Fungsional.  
 Formasi Jabatan Fungsional pada masing-masing 
Dinas disesuaikan dengan kebutuhan  dan diangkat 
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
IV.2.4.  Kepegawaian  
       Pada akhir Tahun Anggaran 2012 keadaan dan jumlah pegawai 
Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten 
Bulukumba adalah sebagai berikut : 
               Gambar IV.5 
                   Persentase Pegawai Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Aset 
Daerah Kabupaten Bulukumba  Desember 2012 
 

























Keadaan Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan 







       Sumber : Bagian Umum dan Kepegawaian DPKD Kab.Bulukumba 2012 
 
Gambar IV.6 
Persentase Pegawai Menurut Tingkat Golongan    
Pada Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah  
Kabupaten Bulukumba  Desember 2012 
 


















Persentase Pegawai Menurut  Tingkat Golongan  
Pada DPKD  Kab.Bulukumba 
No Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan Jumlah 
 PNS Kontrak  
1. SMP SMA DIII S1 S2 SMP SMA DIII S1  
2. 7 78 8 41 6 7 13 1 3 163 
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Tabel IV. 4 
Jumlah Pegawai Bagian Retribusi Daerah 
Pada Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah 






    Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian DPKD Kab.Bulukumba 2012 
 
IV.3.  Keadaan Pasar Sentral Kabupaten Bulukumba 
       Dalam proses jual beli yang diadakan di pasar, perlu adanya fasilitas 
yang memadai yang mendukung proses tersebut. Sarana pasar atau 
fasilitas pasar adalah perlengkapan yang dimiliki oleh setiap pasar yaitu 
bangunan seperti kios, los atau pelataran yang biasanya ditempati 
pedagang dalam melakukan kegiatannya.  
Untuk pasar sentral di Kab. Bulukumba, fasilitas-fasilitas yang dimiliki 
berupa gedung yang mengelilingi pasar, serta los, kios dan pelataran 
tertutup yang memanjang yang terdapat didalam pasar yang tidak 
memiliki dinding pemisah. Para penjual atau pedagang yang mengadakan 
kegiatan didalamnya dipisahkan oleh tiang penyangga berdasarkan ruang 
tempat barang yang ada di los tersebut.  
    Pasar Sentral Bulukumba memiliki potensi yang cukup besar, bisa 







No Golongan  Jumlah 
1 I II III IV Tenaga Kontrak  
2 5 18 3 - 14 40 
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           Tabel IV.5 
Jenis dan Jumlah Fasilitas Yang Dimiliki oleh Pasar Sentral  
Kab. Bulukumba 2013 
No Jenis Fasilitas Jumlah fasilitas  
1. Kios 215 
2. Los 410 
3. Pelataran  110 
       Sumber: Kasi Bidang Pendataan DPKD 
Tabel IV.6 




Jenis Bangunan Ukuran Tarif / Hari 
 
1 2 3 4 











- Kecil  
C.Pelataran 
 
2,75m x 3,5m 
3,50mx2,50m 
2,50m x 2m 
 
2,50m x 2m 






Rp. 2.000,- /Hari 
Rp. 1.500,- /Hari 
 
Rp. 2.000,- /Hari 
Rp. 1.500,- /Hari 
Rp. 1.000,- /Hari 
Rp. 2.000,- /Hari 
Type  B A.  Kios 
      - Besar 
- Sedang 
- Kecil 
B.  Lods 
      - Besar 
- Sedang 
- Kecil 
C.  Pelataran 
 
2,75m x 3,5m 
3,50mx2,50m 
2,50m x 2m 
 
2,50m x 2m 











Rp. 1.500,- / Hari 
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Type  C 
 
 
A.  Lods 
      - Besar 
- Sedang 
- Kecil 









Rp.  1.500,-/ Hari 
         Sumber : Perda Tentang Retribusi Pasar, 2012 
IV.3.1. Cara Pemungutan Retribusi Pasar Sentral Bulukumba 
      Sesuai dengan hasil wawancara dengan Kepala Pasar Sentral 
Bulukumba, cara pemungutan retribusi pasar sentral yaitu : 
“Pembayaran retribusi ini harus dilakukan sekaligus (harus lunas), 
kemudian ia menambahkan bahwa cara pembayarannya pun berbeda, 
maksudnya yaitu untuk objek retribusi kios dan los yang dipungut setiap 
bulan oleh kopindo, sedangkan untuk kios dan los yang dipungut perhari 
oleh kolektor  dinamakan sussung pasar, dan objek retribusi berupa 
pelataran, MCK, dan kebersihan, pemungutan retribusinya dilakukan 
setiap hari, dan setiap pembayaran retribusi diberikan tanda bukti 
pembayaran yang sah dan dicatat dalam buku penerimaan.  
 
  Tata Cara Pemungutan Retribusi Pasar Sentral Bulukumba yaitu : 
1. Pemungutan retribusi dilakukan dengan menggunakan karcis  
2. Hasil pemungutan retribusi disetorkan ke kas daerah. 
3. Kantor pengelola pasar sebagai instansi pengelola dan pemungut 
retribusi pasar.  
Tata Cara Pembayaran retribusi Pasar Sentral yaitu : 
1. Pembayaran retribusi harus dilakukan sekaligus atau lunas 
2. Pembayaran retribusi dilakukan dengan cara sebagai berikut: 
a. Pemakain los setiap bulan atau per hari. 
b. Pemakaian pelataran setiap hari. 









PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN 
V.1. Realisasi Penerimaan Retribusi Pasar Sentral Kabupaten Bulukumba 
Tabel V.1 
Target penerimaan Retribusi Pasar Sentral Kabupaten Bulukumba 
Pada Tahun 2009-2012 
Tahun Target  Realisasi  Persentase 
2009 Rp.   723,715,000 Rp.   557,762,000 77 % 
2010 Rp.1,093,715,000 Rp.   930,830,000 85,1 % 
2011 Rp.1,440,375,000 Rp.1.203.312.000 83,5% 
2012 Rp.1,593,375,000 Rp.1.499.457.000 94,1% 
             Sumber : Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bulukumba, 2013 
Berdasarkan data yang diperoleh selama penyelenggaraan Retribusi 
Pasar sentral dari Tahun 2009-2012 yang dikelola oleh Dinas Pengelolaan 
Keuangan Daerah Kabupaten Bulukumba, menunjukkan bahwa angka 
realisasi retribusi Pasar Sentral meskipun tiap tahunya mengalami 
peningkatan, tetapi tidak mencapai target . 
Padahal jika dilihat dari aktifitas yang terjadi dipasar yang seakan-
akan tidak pernah mengenal hari libur, secara tidak langsung dapat 
diperkirakan begitu besarnya potensi pasar dalam meningkatkan 
pendapatan asli daerah. Namun karena belum dikelola secara optimal baik 
dari perhitungan potensi yang dimiliki, pelaksanaan pemungutan, serta 
pengawasan terhadap pemungutan retribusi pasar itu sendiri, maka 




V.2.  Peranan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah 
Kabupaten    Bulukumba  
       Besarnya Target dan realisasi Retribusi daerah dapat dilihat dari 
tabel berikut : 
Tabel V.2 
Target Dan Realisasi Retribusi Daerah 
2009-2012 
    Sumber : Kasi Bagian Retribusi ,2013 
       Dari tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa penerimaan retribusi 
daerah Kab.Bulukumba tidak pernah memenuhi target, dapat dilihat pada 
tahun 2009 tidak memenuhi target yang telah ditentukan, realisasiya 
mencapai 81%. Kemudian pada tahun 2010 mengalami penurunan 
drastis dan realisasiya hanya mencapai 33,4 %. Pada tahun 2011 juga 
mengalami penurunan, dan realisasiya hanya mencapai 31,1%, dan pada 
tahun 2012 mengalami peningkatan sekitar 4 % yaitu 35,7 %.  
Berdasarkan data diatas penulis menarik kesimpulan bahwa tidak 
mencapainya target retribusi daerah Di Kabupaten Bulukumba karena 
banyaknya masalah dalam organisasi, baik masalah internal maupun 
eksternal. Namun demikian kontribusi retribusi daerah tetap menempati 
posisi yang cukup strategis bagi pendapatan asli daerah Kabupaten 
Bulukumba 
No Tahun Target Retribusi daerah Realisasi Persentase 
1 2009 Rp.11.295.013.389 Rp.9.148.255.176,50 81 % 
2 2010 Rp.23.959.614.594 Rp.8.009.079.670,00 33,4 % 
3 2011 Rp.25.639.294.094 Rp.7.987.632.901,00 31,1 % 
4 2012 Rp.25.839.294.094 Rp.9.233.562.177,00 35,7 % 
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       Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu kolektor  yang 
penulis temui langsung menyatakan bahwa:  
“Menurut saya penerimaan retribusi pasar sentral  tidak memenuhi target 
karena banyak wajib retribusi yang tidak mau bayar 
retribusi”.(Wawancara, 9 Januari 2013). 
 
Tabel V.3 
Target Dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah 
2009-2012 
 Sumber : Kasi Bagian Retribusi, 2013 
 Berdasarkan data diatas, dapat disimpulkan bahwa realisasi pendapatan 
PAD belum maksimal, dapat dilihat data realisasi Pendapatan Asli Daerah 
kabupaten Bulukumba, masih jauh dari target yang ditentukan. 
V.2.1.  Kontribusi Retribusi Pasar Sentral Terhadap Retribusi Daerah 
Kabupaten Bulukumba  
Untuk mengetahui kontribusi retribusi pasar sentral Bulukumba 
terhadap Pendapatan Asli Daerah dapat dihitung dengan menghitung 
penerimaan retribusi pasar sentral pada tahun bersangkutan dengan 
Pendapatan Asli Daerah secara keseluruhan yaitu dengan menggunakan 
rumus sebagai berikut : 
   Retribusi Pasar         x 100% 
   Retribusi  Daerah 
Tabel V.4 
No Tahun Target PAD Realisasi Persentase 
1 2009 Rp.35.974.314.248 Rp.21.418.839.483,39 59,5 % 
2 2010 Rp.52.606.038.817 Rp.17.802.569.846,88 33,8 % 
3 2011 Rp.59.539.616.755 Rp.21.003.271.339,25 35,2 % 
4 2012 Rp. 59.739.116.135 RP.22.318.631.412,09 37,3 % 
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Kontribusi Retribusi Daerah Terhadap Retribusi Pasar Sentral 
Tahun Retribusi Daerah Retribusi Pasar 
Sentral 
Kontribusi 
2009 Rp.9.148.255.176,50 Rp.   557,762,000,- 6,05 % 
2010 Rp.8.009.079.670,00 Rp.   930,830,000,- 11,6 % 
2011 Rp.7.987.632.901,00 Rp.   1.203.312.000,- 15 % 
2012 RP.9.233.562.177,00 Rp. 1.499.457.000,- 16,2 % 
     Sumber : Kasi Bagian Retribusi, 2013 
           Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa kontribusi retribusi 
pasar sentral Bulukumba terhadap retribusi daerah dari tahun 2009-2012 
mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Ini menunjukan angka cukup 
tinggi dibandingkan dengan kontribusi retribusi pasar pada pasar-pasar 
lain yang ada di Bulukumba. Apabila digabungkan semua pasar yang ada 
di Bulukumba masih lebih besar kontribusi pasar sentral dibandingkan 
dengan kontribusi pasar lainnya. Pada tahun 2009, kontribusi retribusi 
pasar sentral Bulukumba mencapai 6,05%. Sedangkan untuk tahun 2010 
kontribusi retribusi pasar sentral Bulukumba terhadap retribusi daerah 
meningkat menjadi 11,6%. Selanjutnya untuk tahun 2011 penerimaan 
retribusi pasar sentral Bulukumba tetap mengalami peningkatan yaitu  









     Tabel V.5 
Kontribusi Retribusi Pasar Terhadap Pendapatan asli Daerah 
Kab.Bulukumba 
No Tahun Retribusi Pasar 
 yang Terealisai 
PAD yang Terealisai Persentase 
1 2009 Rp.557,762,000 Rp.21.418.839.483,39 
 
2 % 
2 2010 Rp.930,830,000 Rp.17.802.569.846,88 5,2 % 
3 2011 Rp.1.203.312.000 Rp.21.003.271.339,25 5,7 % 
4. 2012 RP.1.499.457.000,- RP.22.318.631.412,09 6 % 
         Sumber:  Data sekunder diolah pada  tanggal 13 Januari 2013 
 
Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa kontribusi retribusi pasar 
sentral terhadap pendapatan Asli daerah masih sangat kecil jika 
dibandingkan dengan sumber pendapatan asli daerah lainnya. 
       Penerimaan retribusi pasar sentral  sangat menunjang dalam 
meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, namun kenyataannya 
penerimaan retribusi pasar sentral Bulukumba cenderung tidak mencapai 
target yang ditentukan. Hal ini terjadi karena diiringi dengan peningkatan 
penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kab.Bulukumba. Selain itu, 
disebabkan karena kurangnya kesadaran wajib retribusi untuk membayar 
retribusi pasar sentral, dan juga masalah pelaksanaan pemungutan 
retribusi pasar yang masih perlu di tingkatkan.   
V.3.   Manajemen Retribusi Pasar Sentral Kabupaten Bulukumba  
       Manajemen merupakan suatu proses, yang diartikan sebagai usaha 
yang sistematis untuk menjalankan suatu pekerjaan. Proses ini 
merupakan serangkaian tindakan yang berjenjang, berlanjut dan 
berkaitan, yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 
Proses tersebut merupakan kaitan antara fungsi dari manajemen itu 
67 
 
sendiri yang terdiri atas perencanaan, pengorganisasian, actuating 
dan.pengawasan. 
       Demikian pula pada pengelolaan penerimaan retribusi pasar Sentral 
Bulukumba yang dalam hal ini di kelola oleh Dinas Pengelolaan 
Keuangan dan Asset Daerah, senantiasa menerapkan fungsi-fungsi 
manajemen dalam pengelolaannya agar dalam pelaksanaannya 
senantiasa merujuk pada upaya pencapaian tujuan organisasi. 
V.3.1.  Planning 
        Perencanaan merupakan  sebagai suatu proses menetapkan tujuan 
dan memutuskan bagaimana hal tersebut dapat dicapai. Oleh karena itu,  
perencanaan tidak bisa statis, tetapi harus dinamais, berkesinambungan 
dan fleksibel. Dinamis artinya perencanaan harus melihat kedepan, 
memberikan prospek secara rasional, dan segala sesuatu yang 
berhubungan dengan jawaban, apakah dan bagaimana harus benar-
benar diperhitungkan, itulah sebabnya perencanaan harus didahului oleh 
suatu penjajakan yang bersifat penyidikan pendahuluan. 
Untuk mencapai tujuan dalam pelaksanaan pemungutan retribusi 
pasar  Sentral di Kabupaten Bulukumba maka perlu adanya perumusan 
perencanaan dari dinas pengelolah. Perencanaan memegang peranan 
penting dalam upaya pencapaian tujuan yang ditetapkan dalam suatu 
organisasi.  
       Adapun perencanaan dari dinas Pengelolaan Keuangan dan Asset 
Daerah di Kab. Bulukumba sesuai yang dikemukakan oleh kasi Bidang 
retribusi yaitu perencanaan penentuan target penerimaan Retribusi Pasar 
dan pendataan Wajib Retribusi pasar Sentral. 
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V.3.1.1. Penentuan Target 
  Target penerimaan Retribusi Pasar sentral merupakan tolak ukur 
realisasi penerimaan tahunan yang harus dicapai dalam realisasi 
penerimaan retribusi pasar sentral  di Kab. Bulukumba, yaitu proses 
penentuan target penerimaan Retribusi Pasar sentral yang ingin dicapai 
dalam satu tahun anggaran, yaitu terhitung mulai dari 1 Januari sampai 
31 Desember.  
    Adapun mekanisme penentuan target  sesuai dengan hasil 
wawancara oleh Kasi Bidang Retribusi, yaitu :  
 “Target pendapatan didalam suatu daerah ditetapkan setiap tahun 
anggaran, dimana pihak eksekutif dalam penyusunan Rancangan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) terlebih dahulu 
melakukan analisis pada semua jenis penerimaan yang menjadi sumber 
pendapatan dalam APBD, dimana Dinas Pengelolaan Keuangan dan 
Asset Daerah selaku pengelolah keuangan didaerah menyusun target 
dengan cara memperhitungkan potensi setiap jenis penerimaan yang 
memungkinkan dicapai dalam satu tahun anggaran serta juga 
memperhatikan analisis realisasi penerimaan retribusi pasar tahun lalu 
dengan menambah presentasi yang memungkinkan akan dicapai. 
Selanjutnya setelah dilakukan analisis terhadap target maka pihak 
eksekutif membuat suatu Rancangan APBD dimana didalamnya telah 
ditetapkan target penerimaan yang dianggap rasional untuk dicapai 
dalam tahun anggaran berikutnya”. 
Selanjutnya setelah RAPBD telah disusun oleh pihak eksekutif 
melalui tim anggaran maka selanjutnya RAPBD tersebut diserahkan ke 
DPRD untuk dibahas. Kemudian oleh DPRD setelah menerima RAPBD 
maka dilakukan serangkaian proses terhadap RAPBD tersebut yakni 
mulai dari pembahasan kemudian dilakukan sidang komisi dan 
selanjutnya dilakukan sidang paripurna. Setelah mendapat persetujuan 
dari anggota DPRD maka RAPBD tersebut ditetapkan menjadi APBD 
melalui PERDA. Untuk itu target penerimaan yang telah ditetapkan 
menjadi tanggungjawab pemerintah daerah untuk dilakukan 
pemungutan. 
 
Selanjutnya ditambahkan bahwa : 
“ Dan Penentuan target pertahun didasarkan pada potensi yang dimiliki 
setiap pasar dan dengan melihat realisasi yang dapat dicapai tiap 
tahunnya serta menambah presentase jenis penerimaan yang 
memungkinkan untuk dicapai itulah yang menjadi acuan kami untuk 
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menetapkan target penerimaan retribusi pasar pertahun disetiap pasar” 
(wawancara 14 Januari 2013) 
 
       Kemudian hasil wawancara 15 Januari 2013  ia menambahkan 
bahwa :  
 
“Persoalan mendasar kami dalam penentaun target pertahunnya adalah 
tidak adanya data yang akurat tentang potensi yang sebenarnya 
sehingga terjadi perbedaan antara target yang ditetapkan dengan 
realisasinya. 
 
 Dari hasil wawancara diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa 
perencanaan dalam hal penetuan target penerimaan retribusi pasar Sentral 
pertahunnya senantiasa dilakukan berdasarkan potensi yang ada dan 
sangat tergantung pada realisasi pertahun yang tercapai. Namun karena  
tidak adanya data yang akurat tentang potensi yang dimiliki oleh pasar, 
merupakan salah satu faktor yang membuat realisasi penerimaan retribusi 
pasar Sentral Bulukumba tidak sesuai dengan yang direncanakan. 
Menurut Kepala UPT Pasar mengatakan bahwa : 
“Tidak tercapainya target biasanya disebabkan oleh banyak wajib 
retribusi yang tidak memiliki tempat khusus didalam pasar, khususnya 
bagian pelataran, Jumlah mereka yang tidak menentu membuat kita 
kesulitan untuk mendata mereka. Dan kurangnya kesadaran mereka 
dalam membayar retribusi pasar” (wawancara 15 januari  2013).  
 
       Kemudian menurut kepala pasar sentral  mengemukakan bahwa : 
“Banyak faktor yang mempengaruhi pemasukan retribusi pasar sentral, 
diantaranya yaitu faktor cuaca,ya kalau hujan terus, banyak pedangang 
yang tidak menjual,terutama yang dipelataran,sehingga tidak ditarik 
retribusi, kemudian juga di bagian los, penjual cakar sudah banyak yang 
berjualan diluar, mereka lebih memilih menjual dipasar malam,karena 
ramai pengunjung,dari pada dipasar sentral,yang kadang ramai,kadang 
sepi, serta banyaknya tunggakan retribusi, yang tidak disebutkan 
nominalnya, dan juga kalau hari raya, pasti kurang yang berjualan di 
pasar sentral, kios/los ditutup,apalgi dipelataran.    
 
      Ini diperjelas oleh salah satu kolektornya yang bertugas memungut 
rertibusi pasar sentral Bulukumba, ia mengatakan bahwa : 
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“Kami biasanya kewalahan dalam menagih para penjual sayur,ikan, dan 
penjual lainnya yang mengambil tempat dipelataran, alasan mereka 
sama, yaitu dagangan mereka belum ada yang laku”.  
 
 Lain halnya yang dikemukankan oleh Bapak Ali salah satu penjual di   
hamparan yaitu : 
 
“ Tania de’dielo makkamaja karcis, apanna engka bageang keromai de’ 
namakamaja, apana sissengi petugasnya,idi kasi esso-essoki di 
tagi,apana degaga sissetta petugasna. “ 
    
   Dari wawancara diatas wajib retribusi mengatakan bukan kita tidak mau 
membayar karcis, karena ada biasa dibagian sana tidak juga membayar 
karcis, karena dia kenal dengan penagihnya, dari hasil wawancara 
dengan wajib retribusi diatas, ini memberikan gambaran kepada kita, 
bahwa sangat wajar bila retribusi pasar belum mencapai target, karena 
masih ada kolektor yang menyalahi kewajibannya sebagai petugas 
pemungut retribusi.  
       Kemudian juga menurut Ibu Nani salah satu penjual sepatu dipasar 
sentral bulukumba dengan bangganya mengatakan : 
“Saya biasanya tidak membayar karcis,karena suami saya kenal dengan 
petugas penagihnya, dan biasanya kalau kami membayar hanya 
setengah dari jumlah yang tertera pada karcis.  
 
       Kemudian ditambahkan lagi,oleh Ibu Ani, salah satu penjual nasi 
Kuning dipasar sentral : 
“saya kadang membayar kadang tidak, karena kalau dagangan saya 
sudah laku semua, ya saya pulang,  petugas penaginya belum datang, 
jadi saya tidak membayar.  
         Dari beberapa wawancara diatas memberi gambaran pada penulis 
bahwa salah satu penyebab tidak tercapainya target retribusi pasar 
sentral, karena adanya diskriminasi petugas, sehingga banyak wajib 
retribusi yang tidak membayar retribusi, dengan tidak membayarnya 
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retribusi, ini membuktikan bahwa ada kolektor yang melakukan 
penyelewengan, sehingga targetnya tidak tercapai.  
      Lain halnya dengan hasil wawancara dengan salah satu pedagang  
sayuran yaitu Ibu Hasna menyatakan: 
“Retribusi yang dipungut sudah murah karena kami cuma bayar Rp 1500, 
mana lagi kami dikasi kebijakan kalau mau bayar perbulan hanya Rp 7000, 
tapi banyak juga pedagang yang tidak mau bayar”.(Wawancara, 18 Januari 
2013). 
 
    Wawancara dengan salah satu pedagang Emperan Toko yang menjual 
mainan anak-anak menyatakan hal yang berbedah, yaitu:  
“Retribusi sebaiknya tidak perlu dipungut dari pedagang emperan karena 
berapaji penghasilan ta, apana kita ini tidak menetap tempat 
jualanta”.(Wawancara, 18 Januari 2013).  
 
      Berdasarkan hasil wawancara diatas  dapat diketahui masih 
kurangnya kesadaran masyarakat atau wajib retribusi tentang pentingnya 
pembayaran retribusi, padahal hasil dari retribusi yang mereka bayar juga 
digunakan untuk memperbaikifasilitas pasar yang sudah tidak layak pakai, 
dan membantu pelaksanaan pembangunan.   
       Dari keseluruhan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan, tidak 
heran jika target penerimaan retribusi pasar sentral tiap tahunnya tidak 
pernah mencapai target, padahal jika dilihat dari jumlah penjual yang ada 
dipasar begitu besar potensi pasar sentral ini,dalam meningkatkan PAD 
Kabupaten Bulukumba,  tetapi dalam kenyataannnya malah tidak pernah 
mencapai target, hal ini karena kurangnya kesadaran wajib retribusi dalam 
melaksanakan kewajibannya membayar retribusi, masih melekatnya 
pengaruh hubungan kekeluargaan yang dilakukan oleh para kolektor, serta 
sanksi yang tidak begitu tegas yang dikenakan oleh instansi terkait 
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terhadap para kolektor yang melakukan deskriminasi,dan masalah dalam 
internal organisasi serta faktor cuaca.  
V.3.1.2. Pendataan Retribusi  
 
Pendataan Objek retribusi pada pasar sentral Bulukumba, masih 
dikatakan belum optimal. Karena berdasarkan data yang diperoleh 
penulis, data yang diberikan tidak sesuai dengan apa yang ada 
dilapangan. Ini terbukti dari data yang diberikan oleh pihak instansi jumlah 
pelataran yang seharusnya 134 tetapi  yang di muat dalam pembukuan 
hanya 110.  
 Hasil wawancara dengan staff bagian Pendataan yaitu : 
“Disini kami hanya mendata objek retribusi bagian pelataran, sementara 
objek  retribusi Kios dan Los masih dikelola oleh Kopindo. Mengenai 
masalah pendataannya, disini kami melakukan pendataan tiap bulan 
sekali, karena pelataran hanya merupakan hamparan, kadang-kadang 
ada yang menempati dan kadang tidak, dan pemasukan objek retribusi 
pelataran,tidak pasti, kadang sesuai dengan target, kadang 
tidak,tergantung pada pedagang dipasarnya, dan pemungutannya 
dilakukan setiap hari, dengan menggunakan karcis oleh kolektor yang 
telah diberi tugas.  
 
Sumber penerimaan retribusi pasar sentral Kabupaten Bulukumba ini 
meliputi : Retribusi pemakaian kios dan los (susung pasar), retribusi 
pelataran, dan retribusi MCK. Dari kelima sumber penerimaan retribusi 
diatas, jenis retribusi utama yang menjadi objek penerimaan retribusi 
pasar yaitu kios,los, dan pelataran. Jumlah pedagang tetap Kios yang 
tercatat sebanyak 210 pedagang, Los sebanyak 410, dan pelataran 
sebanyak 134. Meskipun jumlah ini setiap hari sangat fluktuatif, karena 
demikianlah karakter dari pedagang. Kurang lengkapnya data jumlah 
pedagang merupakan salah satu faktor yang menghambat maksimalnya 
penerimaan retribusi pasar sentral. 
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       Dapat disimpulkan bahwa pendataan objek retribusi pasar sentral 
tidak maksimal, dapat dilihat dari data yang diberikan oleh pihak instansi 
hanya 110 tetapi di lapangan 134.  
V.3.1.3. Jumlah Pedagang Retribusi Pasar Sentral Kab. Bulukumba 
       
Gambar V.1 
Persentase Jumlah Pedagang Pasar Sentral Bulukumba 
 
        Sumber : kepala Sub.Bagian Pendataan DPKD 
  
Jumlah pedagang tetap Kios yang tercatat sebanyak 210 pedagang, 
Los sebanyak 410,dan pelataran sebanyak 134. Sedangkan jumlah 
pedagang yang tidak tetap 30 pedagang. Meskipun jumlah ini setiap hari 
sangat fluktuatif, karena demikianlah karakter dari pedagang. Kurang 
lengkapnya data jumlah pedagang merupakan salah satu faktor yang 
menghambat maksimalnya penerimaan retribusi pasar sentral. 
V.3.2.   Organizing 
 
Istilah organisasi yang didefinisikan secara statis diartikan sebagai 
suatu gambaran secara skematis tentang bagian-bagian tugas dan 
tanggungjawab dan hubungan bagian yang terdapat dalam suatu badan 
atau suatu lembaga, sedangkan secara dinamis diartikan sebagai suatu 
proses penetapan dan pembagian pekerjaan yang akan dilakukan, 










penetapan hubungan antara unsur organisasi sehingga memungkinkan 
orang-orang dapat bekerja bersama-sama seefektif mungkin untuk 
pencapaian tujuan. (Manulang, 1971:49). 
Pengorganisasian merupakan proses penyusunan struktur organisasi 
yang sesuai dengan tujuan organisasi, sumber daya-sumber daya yang 
dimilikinya, dan lingkungan yang melingkupinya. Dua aspek utama proses 
susunan struktur organisasi yaitu departementalisasi dan pembagian 
kerja. Departementalisasi adalah pengelompokkan kegiatan-kegiatan 
kerja organisasi agar kegiatan-kegiatan sejenis saling berhubungan dapat 
dikerjakan bersama. Hal ini akan tercermin pada struktur formal suatu 
organisasi dan tampak atau ditunjukkan oleh bagan suatu organisasi. 
Untuk dapat menjalankan peranan tersebut, keberadaan sumber 
daya manusia yang ada di Dinas Pengelolaan Keuangan Kab. Bulukumba 
merupakan komponen yang sangat menentukan. Pencapaian tujuan 
suatu organisasi akan dipengaruhi oleh kemampuan dan kekuatan 
sumber daya manusia yang ada didalamnya, disamping dipengaruhi oleh 
kemampuan pemimpin disetiap level untuk mengorganisir dan mengelola 
sumber daya yang ada dan juga perlu adanya peran institusi yang dapat 
menjembatani  antara wajib retribusi dengan Dinas Pengelola Keuangan.  
           Dalam proses pelaksanaan pemungutan retribusi pasar sentral maka 
diperlukan adanya sumber daya yang berhubungan dengan pemungutan, 
seperti sumber daya manusia yaitu petugas pemungut dan pengawas, 
metode yaitu cara yang digunakan dalam pemungutannya, standar kerja 
petugas serta sarana dan prasarana penunjang. Kesemua unsur tersebut 
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merupakan unsur-unsur yang menunjang dalam melaksanakan 
pemungutan retribusi pasar . 
V.3.2.1. Sumber daya Manusia 
       Suatu organisasi jumlah pegawai harus seimbang dengan jumlah 
pekerjaaan dalam organisasi tersebut dengan maksud bahwa jumlah 
pegawai tidak berlebihan agar tidak terjadi pemborosan dan tidak 
kurang agar pekerjaan dapat terselesaikan dengan baik. Dari jumlah 
pegawai dalam pelaksanaan pemungutan retribusi pasar sentral 
diketahui dari Kepala UPT pasar mengatakan bahwa : 
“Jumlah personil kita dilapangan sudah cukup memadai, sampai saat ini 
jumlah kolektor pasar sentral dari Dinas Pengelolaan Keuangan dan 
Asset Daerah berjumlah 7 orang yang setiap hari melakukan 
pemungutan retribusi Pasar kepada para wajib retribusi dan saya rasa 
jumlah kolektor kita sudah cukup untuk melakukan pemungutan 
retribusi” (wawancara 15 januari 2013). 
     
V.3.2.2. Pembagian Tugas  
  
Agar pelaksanan tugas berjalan dengan baik maka harus ada 
pembagian tugas yang baik agar dalam pelaksanaan pemungutan dapat 
berjalan dengan efektif dan lancar sehingga pemungutan retribusi pasar 
Sentral semua pedagang tidak ada yang tidak membayar retribusi 
seperti yang dikatakan oleh Kepala Pasar Sentral bahwa : 
“Untuk lebih memudahkan pekerjaan kolektor kami membagi 5 
pekerjaan,karena pasar sentral ini terdiri dari 5 blok,1 orang bertugas 
untuk pemungutan pasar blok A, 1 orang blok B, sampai Blok C, kecuali 
Blok D dan Blok E, karena susah menagihnya, jadi kami tugaskan untuk 
blok D danE masing-masing dua orang, kami lakukan agar pemungutan 
bisa berjalan efektif dan efisien.” (wawancara 16 Januari 2013). 
 
Sejalan dengan pendapat di atas salah satu kolektor retribusi pasar 
mengatakan bahwa : 
“Dalam melakukan pemungutan retribusi pasar kami di bagi menjadi 5 
wilayah, ini sangat membantu kami dalam melaksanakan tugas karena 
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dengan begitu kami mengetahui dengan jelas wilayah kami dalam 
melakukan pemungutan” ( wawancara 16 Januari 2013). 
 
Adapun aspek yang paling penting dalam pemungutan retribusi adalah 
waktu dan tempat serta besarnya biaya pemungutan. 
       Untuk wajib retrbusi yang tidak menetap pada suatu pelataran 
diprioritaskan pemungutan lebih awal. Pedagang sayur-sayuran yang 
biasanya mulai beraktifitas di pagi hari dan pulang cepat ketika jualanya 
sudah habis, untuk wajib retribusi tersebut biasanya dipungut lebih awal 
dibandingkan dengan pedagang yang sudah mempunyai tempat yang 
khusus didalam pasar. Seperti yang dikatakan oleh salah seorang 
kolektor bahwa : 
“ Dalam pemungutan retribusi pasar kami selalu mendahulukan 
pedagang-pedagang yang ada diluar pasar, yang tidak memiliki tempat 
khusus didalam pasar seperti penjual sayur-sayuran karena merekalah 
yang paling cepat pulangnya.” (wawancara 15 Januari 2013). 
 
       Sejalan dengan pendapat diatas Pak Saman yang juga merupakan 
salah satu kolektor juga mengatakan bahwa : 
“Kami selalu mendahulukan pemungutan retribusi kepada pedagang yang 
lebih cepat pulangnya agar mereka membayar kewajibanya sebelum 
mereka pulang ke rumahnya masing-masing, sehingga tidak ada wajib 
retribusi yang tidak membayar retrbusi.” (wawancara 15 Januari 2013). 
 
Menurut H. Amir salah seorang penjual pakaian di pasar Sentral (wajib 
retribusi) mengatakan bahwa : 
“Pungutan retribusi yang saya bayar selama ini tidak terlalu 
memberatkan, saya rasa sudah sepadanlah dengan fasilitas yang 
disediakan pemerintah,dan pembayarannya pun tidak 
menyusahkan,tinggal ambil karcis,sudah,dan sikap pemungut retribusinya 
juga baik-baik,jadi tidak memberatkan kami untuk membayar.” ( 




       Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pembagian 
tugas pemungutan retribusi pasar sentral sudah sesuai dengan yang 
sebenarnya, tetapi harus lebih ditingkatkan lagi pengawasannya.  
V.3.2.3. Standar Kerja 
       Dalam upaya pencapaian target penerimaan maka dibuatlah standar 
kerja bagi para kolektor retribusi pasar sentral agar dapat melaksanakan 
pemungutan seefektif mungkin. Hal ini diungkapkan oleh Kepala Pasar 
sentral mengatakan bahwa :  
“Untuk kolektor pemungutan retribusi pasar dibuatkan suatu standar kerja 
yaitu saat dimulainya pasar sampai selesai yaitu mulai pukul 05.30 sampai 
pukul 17.30 ini dilakukan agar semua pengguna fasilitas tidak ada yang lolos 




Selain itu ia menambahkan bahwa : 
“Terkadang juga ketidak disiplinan para kolektor yang datang terlambat 
membuat banyak pedagang-pedagang utamanya para pedagang sayur yang 
mulai beraktifitas dipagi buta dan setelah habis jualannya langsung 
meninggalkan tempatnya luput dari tagihan retribusi dan ini sangat 
mempengaruhi pemasukan utamanya dalam retribusi pasar.”(wawancara 16 
Januari 2013). 
 
Setelah dikonfirmasi oleh salah seorang kolektor pasar sentral  ia 
mengatakan bahwa : 
“Jam kerja yang terlalu cepat membuat kami kadang-kadang terlambat 
datang kepasar untuk melakukan pemungutan retribusi.” (wawancara 17 
Januari 2013). 
  
       Dari hasil wawancara diatas penulis menyimpulkan bahwa standar 
kerja para kolektor pemungut retribusi sudah sesuai dengan aturan, 
namun kedisiplinan para kolektor ini masih harus ditingkatkan karena ini 
sangat berpengaruh terhadap realisasi penerimaan dimana tenaga 
kolektor sebagai unsur yang sangat dominan dalam menentukan 
keberhasilan dalam penerimaan retribusi Pasar Sentral Bulukumba . 
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V.3.2.4. Metode Pelaksanaan 
       Dalam pelaksanaan pemungutan retribusi pasar sental di 
Kab.Bulukumba dilakukan setiap hari, adapun metode pelaksanaan 
pemungutan retribusi pasar sesuai dengan hasil wawancara dengan 
Kepala Pasar Sentral, yaitu : 
“Dalam pelaksanaan pemungutan retribusi pasar sental di 
Kab.Bulukumba selama ini kolektor pemungut retribusi mendatangi 
langsung para wajib retribusi, dengan memberikan karcis, sehingga 
wajib retribusi tidak perlu susah-susah mendatangi kami”.  
 
Dan kemudian menurut kolektor pemungut retribusi mengatakan bahwa 
: 
“ Selama ini proses pembayaran retribusi sangatlah mudah dimana kita 
hanya mendatangi langsung wajib retribusi, dan menagih sesuai dengan 
yang tertera dalam karcis”. 
.  
Sementara dari segi wajib retribusi mengatakan bahwa : 
 
“ Pembayarannya sangat mudah, petugas pemungut retribusi 
mendatangi kami, dan memberikan karcis yang sudah tertera berapa 
yang harus kita bayar, dan pembayarannya pun sudah sesuai dengan 
fasilitas yang diberikan”.  
 
       Dari beberapa hasil wawancara diatas dapat disimpulkan metode 
pemungutan  retribusi pasar sangat mudah, yaitu hanya memberikan 
karcis kepada wajib retribusi sehingga wajib retribusi tidak perlu repot 
mendatangi pos pemungutan retribusi. Dan dengan menggunakan 
karcis diharapkan tidak terjadi penyelewengan dalam hal 
pemungutannya, sehingga semua hasil dari pemungutan retribusi 
masuk ke kas dan menyentornya ke Dinas Pengelolaan Keuangan.  
V.3.3.  Actuating 
       Actuating adalah suatu tindakan untuk mengusahakan agar semua 
anggota kelompok berusaha untuk mencapai sasaran sesuai dengan 
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perencanaan manajerial dan usaha-usaha organisasi. Jadi actuating 
adalah menggerakkan orang-orang agar mau bekerja dengan sendirinya 
atau penuh kesadaran secara bersama-sama untuk mencapai tujuan 
yang dikehendaki secara efektif. Actuating merupakan hubungan 
manusia dalam kepemimpinan yang mengikat para bawahan agar 
bersedia mengerti dan menyumbangkan tenaganya secara efektif serta 
efisien dalam pencapaian tujuan suatu organisasi. Di dalam manajemen, 
penggerakan ini bersifat sangat kompleks karena disamping 
menyangkut manusia juga menyangkut berbagai tingkah laku dari 
manusia-manusia itu sendiri. Manusia dengan berbagai tingkah lakunya 
yang berbeda-beda.  
              Adapun bentuk actuating yang dilakukan oleh Dinas Pengelolaan 
Keuangan dan Asset Daerah sesuai dengan keterangan Kepala UPT 
yang mengatakan bahwa : 
“Setiap hari kami turun kelapangan disamping melakukan pengawasan 
pada proses pemungutan retribusi pasar sentral, juga memberikan 
arahan kepada para kolektor agar menjalankan tugasnya dengan baik 
dan bertanggungjawab.” ( wawancara 8 Januari 2013)”. 
 
    Kemudian menurut Kepala Pasar Sentral : 
“Tiap hari saya disini, di pasar sentral, untuk memantau para 
kolektor,apakah sudah melaksanakan tugasnya atau belum, dan 
biasanya kalau tidak sibuk, saya ikut bersama kolektor melakukan 
penagihan retribusi, jadi saya bisa melihat siapa yang kerjanya bagus, 
dan siapa yang setengah-setengah.  
 
       Bentuk penggerakan yang lain bisa juga di lihat dari bagaimana 
sistem penggajian para kolektor/pemungut retribusi pasar sentral dan 
adakah reword yang di berikan jika target yang direncanakan bisa 
tercapai. seperti yang dikatakan oleh Kepala Bidang Penerimaan bahwa : 
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“ Tidak ada insentif atau atau penghargaan khusus yang di berikan kepada 
pegawai yang kinerjanya bagus. Kebanyakan kolektor yang bertugas 
berstatus sebagai tenaga honorer. Jadi kolektor yang kinerjanya bagus 
kami usahakan memasukkan failnya supaya bisa jadi pegawai negeri itupun 
tidak kami janjikan karena memang sulit. Tapi kadang-kadang kepala dinas 
memberikan uang saku bagi para kolektor bila target yang direncanakan 
tercapai dengan baik dari uang pribadinya sendiri itu dilakukan agar dapat 
memotivasi para kolektor untuk dapat bekerja lebih baik lagi .”(wawancara 
14 Januari 2013). 
 
       Selanjutnya sistem penggajian para kolektor menurut Kepala Kasi 
Bidang Retribusi Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah mengatakan 
bahwa : 
“Semua kolektor/pemungut retribusi pasar Sentral berstatus sebagai 
tenaga honorer yang digaji per Dua bulan (  perhari 10.000) dan itu 
sudah menjadi aturan daerah.” (wawancara 14 Januari 2013). 
 
       Kemudian ditambahkan lagi:   
“Adapun jika kerja mereka tahun ini bagus, gaji para kolektor akan 
dinaikkan menjadi Rp.20.000 /hari)  
 
     Setelah dikonfirmasi pada pak Tahir salah satu kolektor retribusi 
pasar sentral  ia mengatakan bahwa : 
“Kami memang pernah mendapat bonus dari Kepala Dinas tapi sangat 
jarang dan jumlahnya tidak seberapa, tetapi kalau ada acara pada 
kantor dinas pengelolaan keuangan kita para kolektor juga dipanggil 
untuk ikut serta dalam acara tersebut. .” (Wawancara Minggu,13 Januari 
2013) 
 
Setelah dikonfirmasi kepada salah seorang kolektor ia mengatakan 
bahwa : 
“Kami harap pemerintah daerah lebih memperhatikan gaji kami karena 
gaji yang biasanya di dapatkan per dua bulan sering sekali menunggak 
dan tidak tepat waktu, bagaimana kami semangat bekerja kalau 
pemerintah tidak memperhatikan gaji kami.” (wawancara Minggu, 13 
Januari 2013). 
 
Dari hasil wawancara diatas penulis menyimpulkan bahwa sistem 
penggajian para kolektor yang kadang-kadang terlambat membuat 
mereka tidak semangat dalam melaksanakan tugasnya, pemerintah 
81 
 
daerah harus benar-benar memperhatikan hal ini karena ini sangat 
berpengaruh pada kinerja para kolektor. 
V.3.4.  Pengawasan 
   Pengawasan dalam pelaksanaan pemungutan retribusi pasar 
sentral merupakan hal yang sangat urgen. Tak dapat dipungkiri bahwa 
pengawasan memegang peranan penting sebagai upaya dalam 
meminimalisir ketimpangan-ketimpangan dalam pemungutan retribusi. 
Pengawasan merupakan proses pemantauan yang dilakukan sebagai 
langkah untuk mengetahui apakah kegiatan pelaksanaan di lapangan 
sudah sesuai dengan ketentuan. Dengan pengawasan yang baik maka 
ketimpangan-ketimpangan yang dapat mengurangi keberhasilan 
pemungutan retribusi pasar bisa diminimalisir. 
       Demikian halnya dalam pemungutan retribusi pasar Sentral Di Kab. 
Bulukumba yang dilakukan oleh pemerintah Daerah, untuk menghindari 
dan menekan seminimal mungkin terjadinya penyimpangan-
penyimpangan serta kesalahan lainnya yang mungkin biasa terjadi. 
Sebab dalam pengelolaan retribusi pasar Sentral tanpa dilakukan 
pengawasan, maka akan mengalami kesulitan dalam mengukur tingkat 
keberhasilan yang dilaksanakan oleh para petugas yang melaksanakan 
pemungutan retribusi di Pasar Sentral Di Kab. Bulukumba 
       Dengan pengawasan yang baik maka kecenderungan akan 
timbulnya kesalahan yang kurang mendukung keberhasilan dalam 
pemungutan retribusi pasar dapat ditekan seminimal mungkin 
Dalam pengawasan penerimaan retribusi pasar Sentral Di Kab. 
Bulukumba dilakukan ada 2 bentuk pengawasan yaitu pengawasan 
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langsung dan pengawasan tidak langsung. Pengawasan langsung 
dilakukan oleh Kepala UPT (unit pelaksana teknis ) dan pengawasan 
tidak langsung dilakukan oleh Kepala Dinas Pengeolaan Keuangan dan 
Asset Daerah. 
V.3.4.1. Pengawasan Langsung 
       Pengawasan langsung dalam hal ini dilakukan oleh Kepala UPT 
Pasar  Di Kab. Bulukumba yaitu langsung mengadakan peninjauan dan 
pemeriksaan atas pelaksanaan kegiatan dilapangan yang berhubungan 
dengan pemungutan retribusi pasar Sentral Di Kab. Bulukumba. Seperti 
yang dijelasakan oleh Kepala UPT Pasar bahwa:  
“Setiap hari pasar saya turun kelapangan, baik pagi ataupun sore, 
karena itu merupakan tugas saya selaku kepala pasar, dan memastikan 
apakah kolektor sudah melaksanakan tugasnya sesuai dengan prosedur 
serta memastikan bahwa semua wajib retribusi dipasar sudah 
membayar kewajibannya.”(wawancara 14 Januari 2013).  
 
       Selain itu ia menambahkan bahwa : 
“ Untuk melakukan pengawasan kepada para kolektor maka selalu 
dilakukan pengecekan terhadap karcis setiap selesai pemungutan 
retribusi pasar, hal ini dilakukan agar bisa mengetahui kolektor mana 
yang melakukan kelalaian bisa dilihat dari jumlah setoran pungutan 
retribusi.” (wawancara 14 Januari 2013). 
 
       Dari hasil wawancara diatas penulis menyimpulkan bahwa Kepala 
UPT Pasar sebagai penaggungjawab penerimaan retribusi pasar setiap 
hari turun kelapangan mengawasi para personilnya dalam 
melaksanakan pemungutan, untuk menghindari terjadinya 
penyimpangan, penyelewengan, hambatan, kesalahan dan sebagainya 
yang dapat menghambat pencapaian penerimaan retribusi pasar sentral 
di Kab. Bulukumba.  
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       Adapun bentuk sanksi yang diberikan pada kolektor jika melakukan 
kelalaian dalam melaksanakan tugasnya serta wajib retribusi yang tidak 
membayar kewajibannya sesuai dengan penjelasan yang diberikan 
Kepala UPT pasar Bulukumba bahwa : 
“Untuk para kolektor yang melakukan kesalahan kecil kami hanya 
memberikan pengarahan agar kolektor tersebut tidak mengulangi 
kesalahannya dan lebih bertanggungjawab pada tugas yang diberikan, 
namun kami tidak segan-segan memberikan sanksi yang tegas pada 
kolektor yang selalu mengulangi kelalaiannya.”  
(Wawancara 9 Januari 2013).  
 
        Selain itu ia menambahkan bahwa : 
“ Kami mempunyai aturan bagi wajib retribusi yaitu bila ada wajib 
retribusi yang sudah tiga bulan berturut-turut tidak membayar 
kewajibannya maka kami akan mengeluarkan mereka dan 
menggantinya dengan orang lain.” (Wawancara 9 Januari 2013 ).  
 
       Dari hasil wawancara diatas penulis menyimpulkan bahwa sanksi 
yang tegas akan diberikan kepada para kolektor retribusi pasar Sentral 
bila melakukan kelalaian yang berulang-ulang dan para wajib retribusi 
yang tidak membayar kewajibannya. 
V.3.4.2.  Pengawasan Tidak Langsung 
      Adapun pengawasan tidak langsung dilakukan melalui laporan-
laporan secara tertulis kepada atasan, dimana dengan laporan tertulis 
tersebut dapat dinilai sejauh manakah bawahan melaksanakan 
tugasnya sebagaimana mestinya. Sebagaimana yang dikemukakan 
oleh Kepala Kasi Retribusi dan Pendapatan Dinas Pengelolaan 
Keuangan dan Asset Daerah di Kab. Bulukumba yang mengatakan 
bahwa : 
“Kami melakukan pengawasan dengan meminta laporan penerimaan 
retribusi kepada Kepala UPT pasar perbulannya dan melakukan 
evaluasi pertiga bulan dan pertahunya guna melihat letak kekurangan 
dalam proses penerimaan pemungutan retribusi pasar sentral. Dan 
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yang paling penting pengawasan terhadap karcis perbulannya. 
(Wawancara 15 Januari 2013) 
 
       Pelaksanaa kegiatan pengawasan pada dasarnya diupayakan 
untuk meningkatkan penerimaan daerah khususnya pada retribusi 
pasar sentral, sehingga dengan upaya mengefektifkan kegiatan 
pengawsan terhadap mekanisme pelaksanaan pemungutan retribusi 
pasar diharapkan mampu mencapai target yang ditetapkan pada 
setiap tahun anggaran.  
       Dari keseluruhan hasil wawancara di atas penulis menyimpulkan 
bahwa untuk pegawasan yang dilakukan oleh Dinas Pengelolaan 
Keuangan dan Asset Daerah untuk pengawasan langsung sudah 
sesuai rencana, tetapi harus lebih maksimal lagi, tetapi disatu sisi 
pengawasan Tidak langsung hanya mengandalkan laporan-laporan 
semata, untuk itu perlu melakukan pengawasan yang rutin kepasar, 
guna melihat secara langsung pelaksanaan pemungutan retribusi 
pasar dan menilai apakah pelaksanaan pemungutan retribusi pasar 
sentral ini sudah sesuai dengan apa yang direncanakan dan tidak 
hanya berfokus pada pengawasan terhadap laporan yang sudah 
masuk. 
V.4. Kendala-Kendala Yang Didapatkan Dalam Pelaksanaan Pemungutan 
Retribusi Pasar Sentral Kabupaten Bulukumba  
       Dalam pelaksanaan pemungutan retribusi pasar sentral bukan 
berarti dapat berjalan dengan lancar, ada banyak hambatan dan 
kendala yang biasa saja terjadi, seperti hasil penelitian diatas, sehingga 
pemungutan retribusi pasar tidak sesuai dengan yang diharapkan. 
Kendala atau hambatan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 
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kendala yang dihadapi oleh para pelaksana di dalam pelaksanaan 
pemungutan retribusi pasar sentral Bulukumba. 
Besarnya penerimaan dari sumber tersebut tentu akan berubah 
sesuai dengan kemajuan dan perkembangan perekonomian Kabupaten 
Bulukumba sehingga sangat memungkinkan mengalami perubahan dari 
tahun ke tahun. 
Persoalan yang timbul adalah dengan dihapuskannya pemberian 
insentif kepada petugas pemungut retribusi berdasarkan Surat Edaran 
Menteri Dalam Negeri Nomor : 903/2429/SJ perihal Pedoman 
Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2006 dan pertanggungjawaban 
Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2005, maka hal ini dikhawatirkan 
menjadi penyebab terjadinya penurunan realisasi penerimaan retribusi 
pasar, kemungkinan itu antara lain karena : 
1. Petugas pemungut retribusi sebagian besar berstatus non PNS  
(honorer) yang relatif tidak berpendapatan tetap. 
2. Kemungkinan terjadinya kebocoran-kebocoran penerimaan 
retribusi karena petugas pemungut melakukan kecurangan. 
       Kendala-kendala lain yang didapatkan oleh para pelaksana di 
dalam pelaksanaan pemungutan retribusi pasar ini, hasil wawancara 
dengan Kepala Pasar Sentral yang menyatakan : 
“Kendala itu adalah katanya pedagang kurang pembeli karena 
banyaknya sudah dibangun butik dan distro, kurangangnya kesadaran 
para pedagang untuk membayar retribusi, keterlambatan para kolektor 
dalam menagih, juga factor cuaca, dan hario raya. (Wawancara, 9 
Januari 2013). 
 
Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu staf bagian 
penagihan yang penulis temui di pasar sentral  ia menyatakan:  
“Penerimaan retribusi tidak memenuhi target itu karena pertama 
biasanya faktor cuaca, hari raya, dan sebagian karena wajib retribusi 




Diskriminasi pemungutan, dari beberapa wajib retribusi pasar yang 
telah diwawancarai, terdapat beberapa orang yang menyatakan jelas 
bahwa terjadi diskriminasi pemungutan retribusi pasar yang dilakukan 
oleh para petugas pemungut. Ada beberapa alasan yang diberikan oleh 
para informan mengenai bukti adanya diskriminasi ini, seperti alasan 
kekeluargaan.  
Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa penerimaan retribusi 
pasar sentral Bulukumba mengalami kenaikan dan penurunan. Hal ini 
dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain : 
a. Kesadaran wajib retribusi; 
b. Keadaan ekonomi masyarakat; 
c. Aparat pelaksana; 
d. Sistem pemungutan. 
e. Faktor cuaca 
f. Hari raya  
V.5. Upaya-Upaya Untuk Mengatasi Hambatan Dalam Pelaksanaan  
Pemungutan Retribusi Pasar Sentral Kab.Bulukumba 
       Upaya-upaya untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan 
retribusi pasar Setiap masalah harus dicari penyelesaian agar kembali 
menjadi baik. Dalam hal ini hambatan pelaksanaan retribusi pasar harus 
dicari solusi agar pelaksanaan retribusi pasar dapat berjalan dengan 
lancar sesuai yang direncanakan, sehingga diperoleh pendapatan 
retribusi pasar sesuai yang ditargetkan, bahkan kalau bisa melebihi target 
tersebut serta di peroleh peningkatan penerimaan retribusi dari waktu ke 
waktu. Untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut di atas, Sub dinas 
Pengelola telah melakukan upaya-upaya sebagai berikut 
V.5.1. Implementasi Kebijakan ( Sosialisasi) 
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       Untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat atau wajib retribusi 
pasar sentral tentang pentingnya membayar retribusi, maka Sub Dinas 
Pasar telah mengadakan sosialisasi Peraturan Daerah tentang Retribusi 
Pasar. Yakni melalui penyuluhan penyuluhan secara langsung dan tidak 
langsung kepada wajib retribusi. Dengan penyuluhan ini diharapkan 
masyarakat mengerti tentang hak dan kewajiban sebagai wajib retribusi. 
V.5.2. Meningkatkan Mutu Pelaksana Retribusi Dan Perbaikan Sistem Jam 
Kerja 
Para pelaksana retribusi harus diberi pengertian bahwa mereka 
adalah garda terdepan dalam meningkatkan pendapatan daerah melalui 
penarikan retribusi. Berarti jika tidak ada mereka, pembiayaan akan 
pembangunan terhenti. Di lain pihak, jika pembangunan terhenti maka 
penarikan retribusi pun tidak ada atau mereka akan kehilangan 
pekerjaan. Mutu pelaksana retribusi ditingkatkan melalui pendidikan dan 
latihan (Diklat), dan sistem jam kerja juga harus di perhatikan dan 
diperbaharui, karena mengingat masih banyaknya petugas yang tidak 
disiplin waktu.  
V.5.3. Memperbaiki dan Meningkatkan Infrastruktur Pasar Sentral 
Bulukumba  
       Agar para pengguna pasar merasa nyaman diperlukan adanya 
sarana dan prasarana yang memadai. Terhadap pasar-pasar yang 
memiliki sarana dan prasarana yang kurang memadai, Sub Dinas Pasar 
telah berusaha meningkatkan sarana dan prasarana pasar tersebut 
dengan memperbaiki dan memelihara sarana dan prasarana yang telah 
ada serta membangun dan mengadakan sarana dan prasarana yang 
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belum ada dan dibutuhkan pasar. Dengan sarana dan prasarana yang 
memadai diharapkan para pengguna pasar merasa nyaman dan 
membayar retribusi pasar sesuai kewajibannya. 
V.5.4.  Peningkatan pengawasan 
       Agar melaksanakan retribusi pasar sentral dapat berjalan dengan 
baik Kepala Sub Bagian retribusi harus lebih meningkatkan lagi 
pengawasan yang dilakukan, baik pengawasan langsung maupun tidak 
langsung terhadap pelaksanaan retribusi di pasar . Dengan demikian 
diharapkan para petugas pungut melaksanakan tugasnya dengan baik 






















       Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka manajemen 
Pengelolaan Retribusi Pasar Sentral Kabupaten Bulukumba, yaitu :  
1. Perencanaan manajemen Retribusi Pasar Sentral Kabupaten Bulukumba 
masih belum efektif, karena tidak didukung oleh data-data yang akurat 
mengenai potensi yang dimiliki oleh pasar sentral utamanya para 
pedagang yang tidak memiliki tempat di dalam pasar. 
2. Pengorganisasian juga belum efektif, dalam hal standar kerja sikap dari 
petugas/kolektor pungutan retribusi pasar sentral yang belum mematuhi 
aturan-aturan dalam pelaksanaannya, seperti aturan jam kerja, dan 
diskriminasi pemungutan.  
3. Actuating, dalam hal penggajian para kolektor yang tidak tepat waktu, 
membuat kinerja para kolektor tidak efektif. 
4. Pengawasan yang dilakukan Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan 
Asset daerah khususnya pengawasan tidak langsung masih kurang dan 











Adapun saran yang dapat penulis berikan sehubungan dengan 
Manajemen Retribusi  pasar sentral Kabupaten Bulukumba adalah sebagai 
berikut : 
1. Dari segi perencanaan, untuk memperoleh data yang akurat berdasarkan 
potensi pasar sentral yang sebenarnya, harus insentif dilakukan 
pendataan terutama terhadap wajib retribusi yang tidak mempunyai 
tempat didalam pasar. 
2. Kepada kolektor pemunguatan retribusi pasar sentral agar dapat 
melaksanakan tugasnya dengan baik dan penuh rasa tanggungjawab. 
3. Kepada kepala dinas agar dapat memperhatikan kesejahteraan para 
kolektornya karena hal ini dapat berpengaruh pada kinerja para 
kolektor/pemungut reribusi pasar. 
4. Kepada Kepala Bidang yang bertanggung jawab melakukan pengawasan, 
sebaiknya terjun langsung ke lapangan untuk memantau dan 
meminimalisir kecurangan-kecurangan yang terjadi dalam penerimaan 











Bambang, Prakosa Kesit. 2005.Pajak Dan Retribusi Daerah. Yogyakarta, UII 
Press 
Basuki.,S.H. 2007. Pengelolaan Keuangan Daerah. Yogyakarta: Kreasi Wacana 
Bohari.,H. 1992. Pengawasan Keuangan Negara. Jakarta: Rajawali. 
Darwin, Drs. 2010. Pajak Dan Retribusi Daerah. Jakarta : Mitra Wacana Media 
Hasibuan, Malayu S.P., H.2008. Manajemen : Dasar, Pengertian, dan Masalah / 
ED. Revisi, Cet. 7. – Jakarta : Bumi Aksara . 
Kaho, Josef Riwu. 1988. Prospek Otonomi Daerah. Jakarta: PT Raja Garafindo. 
Kesit, Bambang Prakosa. 2005. Pajak dan Retribusi Daerah. Cetakan Kedua. 
Yogyakarta: UII Press. 
Nawawi, Hadari. 2007. Metode Penelitian Social. Yogyakarta : Gajah Mada 
University Press.  
Siagian, Sondang P.2003. Filsafat Administrasi. Jakarta : Bumi Aksara 
Siahaan, Marihot P. 2005. Pajak dan Retribusi Daerah. Jakarta : PT Raja 
Garafindo. 
Siahaan, Marihot P.. 2010. Pajak dan Retribusi Daerah. Edisi Revisi. Jogjakarta:  
Rajawali Pers  
Simbolon, Maringan Masry. 2004. Dasar-Dasar Administrasi Dan Manajemen. 
Jakarta : Ghalia Indonesia. 
Solihin, Dadang, Drs.,M.A.,dan Barata Kusuma, Dedy.,S. 2002. Otonomi 
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Jakarta: Gramedia 
Solihin, Dadang, Drs.,M.A.,dan Marhayudi, Puput. 2002. Paduan Lengkap 
Otonomi Daerah. Jakarta : ISMEE 
Sugiono. 2007. Metode penelitian Administrasi. Bandung: Alfabeta 
Ulbert, Silalah. 1989. Studi Tentang Ilmu Administrasi. Bandung: Sinar Baru 
92 
 
Yani, Ahmad., S.H.,M.M.,Ak. 2002. Hubungan Keuangan Antara Pemerintah 
Pusat Dan Daerah Di Indonesia. Jakarta: PT Raja Garafindo 
Document Lain 
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Tata Cara 
Pemungutan Retribusi Daerah 
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi 
Daerah. 
Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan Undang-Undang 
Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi 
Daerah. 
Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah 
Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 06 tahun 2007 Tentang  
Retribusi Pasar. Diubah 
Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 10 tahun 2012 Tentang  
Retribusi Pelayanan Pasar 
Diandra, Gabriela. 2011. “Pengelolaan Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam 
Kebakaran Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) 
Provinsi DKI Jakarta”. Skripsi Tidak Diterbitkan. Jakarta. 
Universitas Indonesia 
Kusuma, Tirta. 2012. “Pengawasan Penyelenggaraan Retribusi Parkir Oleh 
Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Kota Serang” 
Skripsi Tidak Diterbitkan. Serang. Universitas Sultan Ageng 
Tirtayasa.  




diaskes 11 Oktober 2012 
http://jdih.depdagri.go.id/semua.php?KWil=7302 diakses 15 Oktober 2012 
http:// Kabupaten Bulukumba.blogspot.com diakses 28 Oktober 2012  
http://hukum2industri.wordpress.com/2011/.../pendapatan-asli-daerah-pad/  
diakses 2 November 2012 







































Transkrip  Wawancara 
Waktu    : 12.00 
Tanggal   : 14 Januari 2013 
Tempat  : Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Asset Daerah 
  Kab.Bulukumba:  
Jabatan   : Kepala Seksi Bidang Retribusi dan Pendataan  
 
A :Pak,Bagaimana mekanisme perencanaan Retribusi Pasar , khususnya pasar 
sentral ? 
B : Begini de’ dari segi perencanaan ada dua yang kita bahas, yaitu perencanaan 
target dan pendataan objek retribusi pasar.  
A : Apa dasar penetapan target retribusinya pak?  
B : Prosedur penetapan target retribusi itu usulan dari dinas. Jadi dari sana 
dilaporkan potensinya, lalu baru disepakati , berapa perkiraan target 
penerimaannya. 
A : apa peran DPKD dalam proses pemungutan, penyetoran, dan pelaporan 
retribusi ini pak? 
B : kalau dalam proses pemungutan peran DPKD itu dari segi administrasi dan 
juga dasar hukumnya. Pertama membuat aturan retribusi dalam bentuk perda. 
Jadi DPKD itu mengkoordinasikan. Dari segi penyetorannya, kita langsung 
serahkan ke bendahara penerimaan. Dalam administrasi ini, penerimaan 
retribusinya harus dipastikan masuk ke dalam rekening kas umum daerah. 
Kalau dalam pelaporan penerimaan retribusi pasar sentral pelaporannya ya 
harus dalam arti penerimaanya itu masuk ke dalam siklus laporan 
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perbandaharaan, laporan akuntansi.itu dari mulai perencanaannya sampai 
realisasi penerimaannya.  
A : lalu perda yang mengatur retribusi pasar sentral ini apa ya pak? 
B : perda No. 10 Tahun 2012 tentang retribusi pelayanan pasar.  
A : Bagaimana bentuk pengawasan yang bapak lakukan? 
B : bentuk pengawasanya itu, ya ada pengawasan langsung dengan 
pengawasan tidak langsung, pengawasan langsung itu ya kita langsung ke 
lapangan untuk mengecek apakah pemungutannya sudah berdasarkan 
aturan, ataukah ada penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan. Kemudian 
pengwasan tidak langsung yaitu kita melihat bentuk laporan-laporan, misalnya 
pembukuannya, pendataannya.  
A : kalau misalnya realisasinya kurang baik, itu bagaimana ya pak? 
B : kalau misalnya defisit, ya itu menjadi pertimbangan untuk menentukan target 
tahun depan, Misalnya pasar sentral ditentukan besarnya target, contohnya  
target 1 M, lalu ternyata realisasinya tidak mencapai target, maka akan 
dibahas nanti, kenapa hasilnya sekian, apa kendalanya, jadi setiap kegiatan 
pasti ada evaluasinya.  
A : Apa kendala dalam pemungutan retribusi pasar sentral ? 
B : kendala ya pasti ada, baik dari segi wajib retribusi, kolektor, dan pihak yang 
terkait yang tidak mematuhi aturan yang telah dibuat.  
A : Kalau sanksi dari dinas untuk kolektor dan wajib teribusi ada tidak pak? 
B : oh ada, itu adanya seksi penindakan untuk petugas yang melanggar, jadi jika 
ada dilaporkan petugas atau kolektor misalnya ada yang melakukan tindakan 
penyimpangan, akan ditindak dari bagian kepegawaian, sesuai dengan 
peraturan yang berlaku, bisa berupa teguran, maupun pemecatan. Dan dari 
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wajib retribusi apabila 5 bulan berturut-turut tidak membayar tetribusi, akan 
dikeluarkan dari pasar, dan menggantinya dengan pedagang yang lain.  
A : Apakah ada pemberian intensif pada para kolektor yang kerjanya bagus? 
B : Selama ini tidak ada pemberian intensif, cuman pemberian uang saku sedikit, 
itupun dari saya pribadi, kalau jika kerja mereka memuaskan.  
A : bagaimana penggajiannya pak? 
B : Para kolektor digaji tiap dua bulan, perhari 10.000, tetapi tahun ini ada 
rencana intuk menaikkan gaji mereka menjadi 20.000/hari.  
A : penggajian para kolektor ini, apakah  pembayarannya selalu tepat waktu? 


















Transkrip  Wawancara  
Waktu    : 11.00 
Tanggal   : 16 Januari 2013 
Tempat   : Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Asset Daerah 
  Kab.Bulukumba 
Terwawancara  : Kepala UPT Pasar  
 
A : seberapa sering bapak turun kelapangan? 
B : saya tiap hari turun kelapangan, baik itu pagi sore, karena ini sudah menjadi 
 tanggung jawab saya selaku kepala UPT untuk mengawasi keadaan      
dilapangan. 
A : Berapa jumlah kolektor dipasar sentral ya pak? 
B : Jumlah kolektor sampai saat ini, kalau dipasar sentral itu ada 7 orang. 
A : Apakah ada pembagian tugas tiap kolektor? 
B : Ya ada, ittukan tergantung Blok nya, kalau dipasar sentral ada 5 blok, jadi 
mereka dibagi perblok. 
A : lalu apakah bapak merasa perlu ada penambahan jumlah kolektor tersebut ? 
B : saya pikir kalu untuk penambahan kolektor, untuk saat ini saya kira sudah 
lebih dari cukup.  
A : Apakah ada standar kerja yang diberlakukan untuk para kolektor?  
B : iya ada, Untuk kolektor pemungutan retribusi pasar dibuatkan suatu standar kerja 
yaitu saat dimulainya pasar sampai selesai yaitu mulai pukul 05.30 sampai pukul 








Transkrip  Wawancara  
Waktu    : 13.00 
Tanggal   : 15 Januari 2013 
Tempat   : Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Asset Daerah  
   Kab.Bulukumba 
Terwawancara  : Staff bagian pendataan dan Pendaftran 
 
A : Bagaimana pendataan retribusi pasar sentral ya pak? 
B : yang kami data disini de’cuman bagian pelataran karena objek retribusi kios  
dan los masih dikelola oleh kopindo, nanti 2014 baru diserahkan ke dinas 
keuangan.   
A : Apakah ada kendala yang dihadapi dalam pendataan ini? 
B : saya kira tidak ada, karena kami langsung turun ke lapangan mengecek 
berapa jumlah pelataran, kemudian kita serahkan kepada petugas penagihan 
untuk memungut teribusinya. Kecuali mungkin kalau untuk kios, harus 
melapor dulu ke dinas, tetapi kan disini, bukan kami yang bertanggung jawab 
terhadap pendataan jumlah kios dan los.  
A : berapa kali pendataan ini diperbaharui ? 








Transkrip  Wawancara  
Waktu    : 16.30 
Tanggal   : 18 Januari 2013 
Tempat   : Pos Pasar Sentral  
Terwawancara  :  Ilham S.Sos 
Jabatan   : Kepala Pasar Sentral 
 
A : Bagaimana prosedur penagihan retribusi pasar sentral Pak? 
B : Penagihannya kami disini menggunakan karcis, karcisnya pun berbeda untuk 
kios 2000, los 1.500, dan pelataran ada 1000 ada 1500, tergantung luasnya.  
A : Setiap hari ada target yang harus dicapai ya pak? 
B : Sebenarnya sih bukan target. Karena kan kita tau sendiri kondisi pasar 
bagaimana, kadang ramai pedagang, kadang juga sepi, ya pemasukannya 
pun naik turun.  
A : Apa-apa saja objek retribusi pasar sentral pak? 
B : objek retribusi berupa sussung pasar, pelataran , kebersihan, MCK.  
A : Apakah penagihannya semua sama? 
B : Tidak, ada yang perbulan dan ada yang perhari, susung pasar, MCK, 
pelataran sebagian, itu perhari pemungutannya. Dan Kebersihan dan 
sebagian petaran perbulan pemungutannya.  
A : bagaimana dengan cara pungutan retribusi menggunakan SKPD pak? 
B : setau saya disini tidak ada pemungutan menggunakan SKPD, cupan karcis.  
A : Bagaiman dengan tetribusi terutang pak dan kapan masa kadaluarsanya? 
B : sebenarnya sih bukan terutang, tapi tunggakan, dan tidak ada masa 
kadaluarsanya, tetap di tagih sampai mereka bayar.  
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A : Apakah ada wajib retribusi yang tidak mau membayar ? 
B : Kalau boleh jujur ya de’ banyak, terutama yang dipelataran, dari 134 penjual 
ada sekitar 30 yang tidak membayar, padahal kami sudah memberikan 
dispensasi, kalau tidak bisa bayar perhari, perbulan saja , itupun cuman 
7000 perbulannya.  
A : kalau begitu apa saja kendala ,sehingga retrribusi pasar sentral ini tidak 
pernah mencapai target? 
B : Banyak de’, diantaranya faktor cuaca, hari raya, ketidakdisiplinanya para 
kolektor, dan wajib retribusi.  
A : oohh,,bagaimana dengan masalah penyetoran retribusinya pak, apakah 
setiap hari disetor ke kantor atau bagaimana? 
B : biasanya 3 kali dalam seminggu, karena kami itu tergantung panggilan dari 
dalam, kalau dipanggil menyetor saya kesana.  
A : Bagaimana dengan karcisnya pak, apakah selalu dievaluasi ? 
B : Iya selalu, Karena dari jumlah karcis yang keluar kita lihat, apakah 
pemasukan yang diberikan kolektor, sudah sesuai dengan jumlah karcis 











Transkrip  Wawancara  
Waktu    : 14.00 
Tanggal   : 17 Januari 2013 
Tempat   : Pasar Sentral  
Terwawancara  :  Nani ( Penjual Kue) 
Jabatan   : Wajib Retribusi Pasar Sentral 
 
A : seberapa sering Ibu membayar retribusi ? 
B : setiap hari nak, kecuali kalau petugasnya terlambat datang, baru dagangan 
ibu sudah habis, kan ibu pulang, jadi tidak membayar lagi. 
A : berapa biasanya ibu bayar perhari ? 
B : kalau dagangan ibu laku 2000 sesuai karcisnya, tapi kalau tidak yang 1000 ji. 
A : apakah petugasnya ramah dalam penagih ? 
B : ya begitumi, kalau dibayar 2000 baguski mukanya, tapi kalau ta 1000 ji biasa  
marah-marah. 
A : menurut ibu fasilitas yang diberikan sudah sesuai dengan pembayaran yang   
dikenakan? 
B : bagusmi tawwa, bersih in pasar, tidak rantasa, tapi itu mi , biasa tidak laku  









Transkrip  Wawancara  
Waktu    : 14.20 
Tanggal   : 17 Januari 2013 
Tempat   : Pasar Sentral  
Terwawancara  :  Ali ( Penjual Ikan) 
Jabatan   : Wajib Retribusi Pasar Sentral 
 
A : seberapa sering bapak membayar retribusi ? 
B : kadang-kadangji, apana sissekka petugasna 
A : berapa biasanya yang bapak bayar? 
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